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Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) masih ditemukan di 

masyarakat dan berpotensi merugikan konsumen karena informasi yang disampaikan 

tidak sesuai dengan fakta atau tidak didukung bukti ilmiah. Praktik tersebut 

bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum 

konsumen terhadap produk skincare overclaim melalui pengawasan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM), serta mengidentifikasi kendala dan upaya 

penanganannya.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe 

penelitian deskriptif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara 

langsung dengan pihak BBPOM Bandar Lampung. Metode pengolahan data yang 

digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, rekonstruksi data dan penyusunan data yang 

dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dilakukan 

melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif.  Perlindungan hukum 

preventif diwujudkan dalam pengawasan pre-market dengan membuat regulasi terkait 

pengaturan tentang produk skincare, evaluasi izin edar, dan edukasi publik. 

Perlindungan hukum represif diwujudkan dalam pengawasan post-market dengan 

pengambilan sampel, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, 

monitoring efek samping serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap produk skincare masih 

menghadapi sejumlah kendala, diantaranya maraknya promosi produk skincare melalui 

media digital yang menyulitkan proses pengawasan, keterbatasan sumber daya dalam 

kegiatan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen. 

Kata Kunci : BBPOM, Overclaim. Perlindungan Konsumen, Skincare.



ABSTRACT 

 

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST SKINCARE PRODUCTS 

WITH EXAGGERATED CLAIMS (OVERCLAIM) THROUGH THE 

SUPERVISION OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY (BPOM) 

(Study at the Bandar Lampung Food and Drug Supervisory Agency) 

 

 

By 

 

MAYA APRILIA 

 

 

The circulation of skincare products with exaggerated claims (overclaim) is still found 

in society and has the potential to harm consumers because the information conveyed is 

not in accordance with the facts or is not supported by scientific evidence. Such practices 

contradict consumers' rights to obtain accurate information as stipulated in Law 

Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to analyze the 

forms of consumer legal protection against overclaim skincare products through the 

supervision carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), as 

well as to identify the obstacles and the efforts taken to address them. 

 

This research employs a normative-empirical legal research method, using a descriptive 

research type with a statutory approach and direct interviews with officials of the Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung. The data processing 

methods used include data examination, data reconstruction, and data organization, 

which are then analyzed qualitatively. 

 

The results of the study indicate that consumer legal protection is implemented through 

preventive and repressive legal protection mechanisms. Preventive legal protection is 

realized through pre-market supervision, including the establishment of regulations 

related to skincare products, evaluation of distribution permits, and public education. 

Meanwhile, repressive legal protection is implemented through post-market 

supervision, including product sampling, product testing, advertisement monitoring, 

label supervision, monitoring of side effects, and enforcement actions against violations 

committed by business actors. However, in practice, the supervision of skincare 

products still faces several challenges, including the widespread promotion of skincare 

products through digital media which complicates the supervision process, limited 

resources in conducting supervision, and the low level of legal awareness among 

business actors and consumers. 

 

Keywords: BBPOM, Consumer Protection, Overclaim, Scincare.
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 فَاِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا  

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”. 

~ Q.S. Al Insyirah: 5~ 

 

 

 لَّ  يكَُل ِفُ  اٰللُّ  نَفْسًا الَِّّ  وُسْعَهَا   لَ 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya” 

~ Q.S. Al Baqarah: 286 ~ 

 

 

 

“Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is punishment.” 

 — Mahatma Gandhi—  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir khususnya dalam produksi produk skincare. Hal ini didorong 

oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit serta pengaruh budaya 

popular seperti k-beauty dan tren-tren kecantikan lainnya yang berkembang di media 

sosial.1 Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jumlah 

industri kosmetik di Indonesia sampai akhir Oktober 2024 mencapai 1.249 industri atau 

meningkat 16,40% dari tahun sebelumnya. Jumlah produk kosmetik yang memiliki izin 

edar/notifikasi BPOM sampai akhir Oktober 2024 mencapai 283.391 produk yang 

didominasi oleh 68,80% produk kosmetik lokal.2  

Namun, dibalik perkembangan industri skincare ini, muncul berbagai permasalahan 

terkait praktik pemasaran produk skincare. Salah satu permasalahan yang marak adalah 

praktik overclaim, yaitu pencantuman klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan 

kandungan dan hasil uji ilmiah produk. Overclaim dapat berupa klaim kadar bahan 

aktif yang tidak sesuai komposisi sebenarnya, klaim efektivitas yang tidak realistis, 

maupun klaim keamanan yang tidak didukung bukti ilmiah.3  

 
1 Sienny Agustin, “Skincare, Kenali Jenis dan Fungsinya”, Alodokter, 18 Desember 2023, 

https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya, (diakses pada 6 Mei 2025). 
2 BPOM, “Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung  

Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d.  

Oktober 2024” Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM, 3 Desember 2024,  

https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-

mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-

november-2023-s-d-oktober-2024 (diakses pada 30 April 2025). 

(diakses pada 30 April 2025).  
3 Heni Marlina dkk., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare 

di Platform E-Commerce”, Marwah Hukum, Vol. 3. No.1 (2025), hlm. 10. 

https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya
https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024
https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024
https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024
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Dalam praktiknya, produsen produk skincare sering kali mencantumkan persentase 

kandungan bahan aktif tertentu seperti niacinamide, alpha arbutin, salicylyd acid, 

hyaluronic acid, alpha-hydroxy acids (AHA), beta hydroxy acids (BHA), retinol, 

vitamin C dalam jumlah yang tinggi, dengan janji manfaat instan seperti mencerahkan 

wajah dalam hitungan hari atau menghilangkan jerawat secara cepat.4 Padahal, 

berdasarkan prinsip pelabelan bahan kosmetik, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b 

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label 

Pangan Olahan, “pencantuman nama bahan dalam daftar bahan harus disusun secara 

berurutan dimulai bahan yang digunakan paling banyak dengan pengecualian untuk 

vitamin, mineral, dan/atau BTP”. Komposisi bahan kosmetik harus disusun 

berdasarkan urutan kadar terbanyak, sehingga konsumen dapat menilai secara objektif 

kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Ketidaksesuaian antara klaim 

promosi dengan komposisi riil inilah yang berpotensi menyesatkan konsumen. 

Adapun temuan di lapangan terkait produk skincare overclaim yang lolos dari izin edar 

diungkap oleh seorang beauty influencer bernama Dokter Detektif melalui uji lab SIG 

Laboratory diantaranya:5 

a. Azarine Retinol Smooth Glowing Serum 

 Produk Azarine Niacinamide 10% + Dipotassium Glycyrrhizate Glorius Serum 

diduga overclaim, karena uji laboratorium menemukan hanya 0,45% niacinamide. 

Selain itu, Azarine Retinol Smooth Glowing Serum diklaim mengandung 1% 

retinol, tetapi hasil uji menunjukkan hanya 0,00096%. Azarine kemudian meminta 

maaf atas perbedaan hasil yang mungkin dipengaruhi faktor eksternal. 

b. Daviena Sleeping Mask 

Produk Daviena Sleeping Mask Retinol Booster diklaim mengandung 2% 

 
4 Rizal Fadli, “Ini Kandungan dalam Basic Skincare Rutin yang Wajib Diketahui ”, 31 Mei 

2023”, HALODOC, https://www.halodoc.com/artikel/ini-kandungan-dalam-basic-skincare-rutin-yang-

wajib-diketahui?srsltid=AfmBOorkcjcX2Zt87M-KxXWY4kQbWBtreSB4733abd8LRYhliYF5ET5Y 

(di akses pada 1 Mei 2025) 
5 Wanda Novi, “Daftar 5 Merek Skincare Overclaim yang Dibongkar Dokter Detektif”, 26 

Oktober 2024,  https://radarjabar.disway.id/read/687747/daftar-5-merek-skincare-overclaim-yang-

dibongkar-dokter-detektif, (diakses pada 6 Mei 2025). 

https://www.halodoc.com/artikel/ini-kandungan-dalam-basic-skincare-rutin-yang-wajib-diketahui?srsltid=AfmBOorkcjcX2Zt87M-KxXWY4kQbWBtreSB4733abd8LRYhliYF5ET5Y
https://www.halodoc.com/artikel/ini-kandungan-dalam-basic-skincare-rutin-yang-wajib-diketahui?srsltid=AfmBOorkcjcX2Zt87M-KxXWY4kQbWBtreSB4733abd8LRYhliYF5ET5Y
https://radarjabar.disway.id/read/687747/daftar-5-merek-skincare-overclaim-yang-dibongkar-dokter-detektif
https://radarjabar.disway.id/read/687747/daftar-5-merek-skincare-overclaim-yang-dibongkar-dokter-detektif
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Actosome Retinol. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan 

sebenarnya hanyalah 0,03% Pure Retinol, atau setara dengan 1% Actosome 

Retinol. 

c. Originote Gluta Bright B3 Serum 

 Merek ini, melalui produknya Gluta Bright B3 Serum, diklaim mengandung 10% 

niacinamide, namun hasil uji menunjukkan hanya 4,97%. Setelah itu, Originote 

meminta maaf dan berjanji untuk melakukan uji ulang. 

Berdasarkan temuan skincare di lapangan seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak 

produk skincare yang overclaim namun lolos dalam uji BPOM.6 Praktik overclaim 

tidak hanya berdampak pada kerugian materiil akibat pembelian produk yang tidak 

sesuai harapan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi, alergi, atau 

gangguan kulit lainnya. Pemberian informasi pada produk skincare merupakan landasan 

bagi konsumen untuk menentukan pilihan produk skincare yang disesuaikan dengan 

kebutuhan kulit.7 Kebenaran dan transparansi informasi perihal kandungan dan klaim 

yang terkandung pada produk skincare yang diberikan oleh pelaku usaha atas produknya 

merupakan informasi penting yang wajib disampaikan. 

Apabila pelaku usaha menggunakan kalimat overclaim sebagai bentuk strategi 

pemasaran, hal ini mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil dan 

immateriil.8 Contohnya dalam penggunaan skincare yang mengandung niacinamide, 

terdapat bahan aktif skincare yang terkenal karena fungsinya dalam mencerahkan, 

mengurangi tanda penuaan, melembapkan kulit dan mengecilkan pori-pori. 

Konsentrasi 10% dinilai ideal digunakan untuk merasakan manfaatnya pada kulit 

dalam kurun waktu yang relatif cepat. Semakin rendah konsentrasi, semakin lama pula 

 
6 Pradnya Chndye, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Oveclaim Kandungan Pada Produk 

Water Gel Moisturizer The Originote”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9, (2023), hlm. 3. 
7 Adinda Ayu dan M. Syamsudin, “Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk 

Sincare”, Climate Change and The Rule of Law, (2024). hlm. 77 
8 Rafyanka Ivana, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk 

Skincare yang Terbukti Overclaim”, Law, Development & Justice, Vol. 7, No. 3, (2024), hlm. 287. 
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reaksi manfaat yang dirasakan.9 

Dalam konteks hukum, praktik overclaim merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka 

hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam Pasal 4 

huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dinyatakan bahwa: “hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dalam hal ini, konsumen 

memiliki hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam 

deskripsi atau iklan, serta memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan 

jujur mengenai produk yang mereka beli.10 

Selain hak-hak konsumen, perlindungan hukum juga mencakup kewajiban pelaku 

usaha untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, akurat terkait produk yang mereka 

tawarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 9 ayat (1) huruf k 

melarang pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa dengan janji yang belum pasti. Ini artinya, overclaim pada produk 

skincare bukan hanya persoalan etika pemasaran, tetapi juga merupakan pelanggaran 

hukum terhadap hak-hak konsumen. 

Dalam rangka menjamin keamanan dan kebenaran informasi produk kosmetik, negara 

melalui Badan Pengawas Obar dan Makanan memiliki kewenangan melakukan 

pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk kosmetika. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM merupakan lembaga pemerintah non-

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat 

dan makanan. Pengawasan tersebut meliputi evaluasi sebelum produk beredar (pre-

 
9 Balqis Fallahnda, “Apa Arti Overcalim Skincaare yang Sedang Tren dan Dampaknya?”, 23 

Oktober 2024, https://tirto.id/apa-arti-over-claim-skincare-yang-sedang-tren-dan-dampaknya-g42M,  

(diakses pada 6 Mei 2025). 
10 Heni Marina, dkk., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare 

di Platform E-Commerce”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Marwah Hukum, 

Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 11. 

https://tirto.id/apa-arti-over-claim-skincare-yang-sedang-tren-dan-dampaknya-g42M
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market) dan pengawasan setelah produk beredar (post-market). Di tingkat daerah, 

fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis, salah satunya 

adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung. 

BBPOM memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan 

sampel, pengujian laboratorium, pengawasan iklan, serta penindakan terhadap 

pelanggaran yang ditemukan di wilayah kerjanya. 

Meskipun sistem pengawasan telah dibentuk secara normatif dan kelembagaan, dalam 

praktiknya masih ditemukan produk skincare yang telah memiliki izin edar namun 

dalam promosi dan pemasarannya melakukan overclaim.11 Fenomena ini menunjukkan 

adanya persoalan dalam efektivitas pengawasan, terutama di tengah perkembangan 

pemasaran digital dan peran influencer dalam membentuk persepsi konsumen.  

Meskipun BPOM memiliki kewenangan untuk memastikan klaim produk telah melalui 

proses evaluasi ilmiah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Persyaratan Teknis kosmetik, pengawasan yang dilakukan tetap bersifat reaktif, bukan 

preventif. Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat reaktif, yaitu BPOM mengambil 

tindakan setelah mendapat laporan atau menemukan pelanggaran di lapangan.12 

Tentunya kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan 

hukum terhadap konsumen benar-benar terlaksana melalui mekanisme pengawasan 

BPOM? Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah 

peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga menggali data lapangan dari hasil 

wawancara atau observasi terhadap pelaksanaan tugas BPOM dalam menghadapi isu 

overclaim. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana upaya penegakan hukum telah 

dilakukan, serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut.  

 

 
11 Sofyan Piyo, dkk., “Rekonstruksi Peran Reaktif BPOM Terhadap Pengawasan Overclaim 

Produk Skincare”, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 

35. 
12 Ibid, hlm. 36. 
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Adapun judul penelitian penulis ialah : Perlindungan Hukum Konsumen terhadap 

Produk Skincare Overclaim melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis telah mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung terhadap 

peredaran produk skincare overclaim?  

2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 

terkait peredaran produk skincare overclaim di Bandar Lampung? 

3. Bagaimana upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar 

Lampung dalam mengatasi kendala terkait peredaran produk skincare overclaim 

di Bandar Lampung? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian: 

d. Ruang lingkup normatif, meliputi kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur 

perlindungan konsumen dari produk skincare overclaim, khususnya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta 

peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan BPOM Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika. 

e. Ruang lingkup empiris, mencakup praktik dan implementasi peran Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melakukan 

pengawasan dan penindakan terhadap produk skincare overclaim. Penelitian ini 

difokuskan pada kegiatan BBPOM Bandar Lampung dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen, juga kendala dan upaya yang dilakukan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

f. Menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung terhadap 

peredaran produk skincare overclaim.  

g. Menganalisis kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 

terkait peredaran produk skincare overclaim di Bandar Lampung. 

h. Menganalisis upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar 

Lampung dalam mengatasi kendala terkait peredaran skincare overclaim di Bandar 

Lampung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:  

i. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan 

pengawasan produk kosmetik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu 

serupa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam industri 

skincare. 

j. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa 

pihak, antara lain:  

a. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, 

sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap produk skincare yang melakukan praktik overclaim serta 

perbaikan terhadap kebijakan pengawasan peredaran produk skincare. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan BBPOM Bandar Lampung dapat 
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mempertimbangkan berbagai strategi pengawasan yang lebih efektif, baik 

melalui peningkatan intensitas pengawasan lapangan, penguatan patroli siber 

terhadap pemasaran produk kosmetik di platform digital, maupun melalui 

program edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, 

sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat terlaksana secara lebih 

optimal. 

b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

konsumen dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum 

masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna produk kosmetik, 

khususnya produk skincare. Melalui penelitian ini, konsumen diharapkan 

dapat mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta manfaat produk yang 

mereka gunakan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

tentang perlindungan konsumen.  

c. Bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik, khususnya produsen dan 

distributor produk skincare, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan pengingat untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum 

yang berlaku dalam proses produksi, distribusi, maupun promosi produk 

kosmetik. Pelaku usaha diharapkan dapat memahami bahwa setiap klaim yang 

dicantumkan pada produk maupun dalam kegiatan promosi harus didukung 

oleh data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak 

menimbulkan kesalahpahaman ataupun kerugian bagi konsumen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

. 

 

2.1 Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Konsumen 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-

peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang 

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.13 

Dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan bersama, dimaksud untuk 

menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan 

yang terdapat dalam masyarakat, sehingga konflik kepentingan antar anggota 

masyarakat dapat dihindari. Terdapat pula pengertian hukum berdasarkan beberapa 

tokoh antara lain, Leon Duguit berpendapat bahwa, “hukum ialah aturan tingkah laku 

anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan 

oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar 

menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. 14  

Sedangkan Immanuel Kant berpendapat, “hukum ialah keseluruhan syarat-syarat 

yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan 

kehendak bebas dari orang yang lain”.15 

 
13 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, (Liberty: Yogyakarta, 2017), 

hlm. 40. 
14 Muhammad Bakri “Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era 

Reformasi”, (UB Press: Malang, 2023) hlm.10. 
15 CST Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Balai Pustaka: Jakarta, 

2019) hlm. 34. 
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Sedangkan jika dilihat dari asal katanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

“Perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang berarti bersembunyi (berada) di 

tempat yang aman supaya terlindung. Pengertian dari kata “Perlindungan” sendiri 

adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.16 Menurut Satjipto Rahardjo, 

perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang atau 

individu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

dalam rangka kepentingannya tersebut. 17 Oleh karena itu, suatu perlindungan hukum 

dianggap sebagai suatu perbuatan melindungi yang diberikan oleh hukum, yang dapat 

diartikan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.18 

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya 

kepastian hukum serta memberikan rasa aman kepada subjek hukum atas hak-haknya. 

Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk 

mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang 

merugikan dapat dikoreksi melalui mekanisme hukìum.19 

Pìerlindìungan hìukìum adalah ìupaya ìuntìuk mìelindìungi sìubjìek hìukìum mìelalìui pìerangkat 

yang bìersifat prìevìentif maìupìun rìeprìesif, baik yang lisan maìupìun tìertìulis. Dìengan 

dìemikian, pìerlindìungan hìukìum dapat dipahami sìebagai bagian dari fìungsi hìukìum itìu 

sìendiri, yang bìertìujìuan ìuntìuk mìewìujìudkan kìeadilan, kìetìertiban, kìepastian, 

kìemanfaatan, dan kìedamaian. 

Sìecara konsìeptìual, pìerlindìungan hìukìum bìerkaitan dìengan fìungsi hìukìum sìebagai sarana 

pìengìendalian sosial dan alat rìekayasa sosial. Hìukìum tidak hanya mìengatìur hìubìungan 

antar individìu, tìetapi jìuga mìelindìungi kìepìentingan pihak yang bìerada dalam posisi 

lìemah. Dalam hìubìungan antara pìelakìu ìusaha dan konsìumìen, konsìumìen sìering kali 

bìerada dalam posisi yang tidak sìeimbang karìena kìetìerbatasan informasi dan daya 

 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) http://kbbi.web.id/lindung diakses pada Mei 2025. 
17 Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, (Kompas, Jakarta, 2023), hlm. 

121.  
18 Rahman Syamsuddin, “Merajut Hukum Indonesia”, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2018) 

hlm. 23.  
19 Ibid. hlm. 24 
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tawar. Olìeh karìena itìu, pìerlindìungan hìukìum hadir ìuntìuk mìenciptakan kìesìeimbangan 

tìersìebìut. Dalam kontìeks pìerlindìungan konsìumìen, pìerlindìungan hìukìum bìerarti adanya 

jaminan bahwa konsìumìen mìempìerolìeh haknya sìecara layak sìerta tìerlindìungi dari 

praktik ìusaha yang mìerìugikan ataìu mìenyìesatkan. 

2.1.2 Tìeori Pìerlindìungan Hìukìum 

Tìeori pìerlindìungan hìukìum mìerìupakan salah satìu pilar ìutama dalam sistìem hìukìum yang 

bìerfìungsi ìuntìuk mìenjaga kìeadilan dan kìesìeimbangan dalam masyarakat. Konsìep ini 

mìuncìul sìebagai ìupaya ìuntìuk mìelindìungi hak-hak individìu dan kìepìentingan pìublik dari 

tindakan yang mìerìugikan ataìu tidak adil. Dalam pìerkìembangan sìejarah pìemikiran 

hìukìum, tìeori ini tìelah mìengalami bìerbagai transformasi dan intìerprìetasi olìeh para filsìuf 

dan ahli hìukìum. 20 

 

Salah satìu aliran awal yang mìembahas tìeori pìerlindìungan hìukìum adalah aliran hìukìum 

alam, yang dipìelopori olìeh Plato, Aristotìelìes, dan Zìeno. Mìerìeka bìerpìendapat bahwa 

hìukìum tidak hanya bìerfìungsi sìebagai atìuran yang mìengatìur pìerilakìu manìusia, tìetapi 

jìuga mìerìupakan cìerminan dari moralitas dan kìeadilan yang bìersifat ìunivìersal dan 

abadi. Mìenìurìut aliran ini, hìukìum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, karìena 

kìedìuanya bìersama-sama mìembìentìuk dasar kìehidìupan yang adil dan harmonis. 21 Sìelain 

itìu, ada Tìeori Sistìem Hìukìum, yaitìu konsìep yang mìenggabìungkan bìerbagai komponìen 

hìukìum mìenjadi sìuatìu kìesatìuan yang tìerorganisasi dan saling bìerhìubìungan. Pìendìekatan 

ini mìembantìu dalam mìemahami bagaimana hìukìum bìerfìungsi dalam masyarakat sìecara 

kìesìelìurìuhan.  

Salah satìu tìeori sistìem hìukìum yang dikìenal adalah tìeori yang dikìembangkan olìeh 

Lawrìencìe M. Friìedman.22 Komponìen Utama dalam Tìeori Sistìem Hìukìum olìeh 

Lawrìencìe M. Friìedman: 

 

 
20 Hadjon, P., “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia”, (Surabaya: Universitas 

Airlangga, 2018) hlm 65. 
21 Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Masyarakat”, (Bandung: Angkasa, 2019) hlm. 114. 
22 Rani Nuraeni, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare di Indonesia,” 

Jurnal Inovasi Hukum, Vol 6, No. 1, (2025). hlm. 592 
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a. Strìuktìur Hìukìum (Lìegal Strìuctìurìe) 

Strìuktìur hìukìum mìengacìu pada institìusi dan prosìes yang mìenjalankan fìungsi 

hìukìum dalam sìuatìu masyarakat. Ini mìencakìup pìengadilan, badan lìegislatif, polisi, 

lìembaga pìenìegak hìukìum, sìerta prosìes lìegislasi dan pìenìegakan hìukìum.  

Strìuktìur hìukìum mìenìentìukan bagaimana ìundang-ìundang dibìuat, ditìerapkan, dan 

ditìegakkan. 

b. Sìubstansi Hìukìum (Lìegal Sìubstancìe) 

Sìubstansi hìukìum mìencakìup norma, atìuran, dan prinsip yang diakìui sìebagai hìukìum 

dalam masyarakat tìertìentìu. Ini adalah isi ataìu matìeri dari hìukìum itìu sìendiri, 

tìermasìuk ìundang-ìundang, pìeratìuran, dan prìesìedìen hìukìum. Sìubstansi hìukìum 

mìencìerminkan nilai-nilai dan kìepìentingan yang diatìur olìeh hìukìum. 

c. Bìudaya Hìukìum (Lìegal Cìultìurìe) 

Bìudaya hìukìum mìengacìu pada sikap, nilai, kìeyakinan, dan harapan masyarakat 

tìerhadap hìukìum dan institìusi hìukìum. Ini tìermasìuk bagaimana masyarakat 

mìemandang dan mìerìespon hìukìum, sìerta bagaimana hìukìum mìempìengarìuhi 

pìerilakìu mìerìeka. Bìudaya hìukìum mìencakìup kìepìercayaan pada kìeadilan hìukìum, 

pìenghormatan tìerhadap hìukìum, dan tingkat kìepatìuhan tìerhadap hìukìum. 

 

2.1.3 Bìentìuk-Bìentìuk Pìerlindìungan Hìukìum 

Pìerlindìungan hìukìum mìerìupakan gambaran dari bìekìerjanya fìungsi hìukìum dalam 

mìewìujìudkan tìujìuan-tìujìuan hìukìum. Tìujìuan-tìujìuan hìukìum tìersìebìut yaitìu, kìeadilan, 

kìemanfaatan, dan kìepastian hìukìum. Pìerlindìungan hìukìum dibìerikan kìepada sìubyìek 

hìukìum sìesìuai dìengan atìuran hìukìum, baik yang bìersifat prìevìentif maìupìun yang bìersifat 

rìeprìesif, baik sìecara yang tìertìulis maìupìun tidak tìertìulis dalam rangka mìenìegakkan 

pìeratìuran hìukìum. 23  Mìenìurìut Philipìus M. Hadjon, pìerlindìungan hìukìum mìelipìuti dìua 

hal, yaitìu:24 

 
23 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023, hlm. 14. 
24 Muhammad Fadhil, “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai 

Negara Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K/Pdt/2020)”,  

Jurnal Law of Deli Sumatera, Vol. 2 No. 2. (2023), hlm. 11. 
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a. Pìerlindìungan hìukìum prìevìentif, mìerìupakan pìerlindìungan yang dibìerikan sìebìelìum 

tìerjadi pìelanggaran. Bìentìuk pìerlindìungan ini bìertìujìuan ìuntìuk mìencìegah timbìulnya 

sìengkìeta ataìu kìerìugian mìelalìui pìengatìuran norma, sistìem pìerizinan, standar mìutìu, 

dan mìekanismìe pìengawasan. 

Dalam kontìeks kosmìetik, pìerlindìungan prìevìentif diwìujìudkan mìelalìui sistìem 

notifikasi ataìu izin ìedar, ìevalìuasi komposisi bahan, sìerta pìengatìuran mìengìenai 

labìel dan klaim prodìuk. 

b. Pìerlindìungan hìukìum rìeprìesif, yaitìu dibìerikan sìetìelah tìerjadi pìelanggaran hìukìum. 

Bìentìuk ini dapat bìerìupa pìembìerian sanksi administratif, sanksi pìerdata bìerìupa 

ganti rìugi, maìupìun sanksi pidana tìerhadap pìelakìu ìusaha yang mìelakìukan 

pìelanggaran. 

 

Dalam kasìus ovìerclaim prodìuk skincarìe, pìerlindìungan rìeprìesif dapat bìerìupa pìenarikan 

prodìuk, pìembìekìuan izin ìedar, tìegìuran tìertìulis, hingga prosìes pìenìegakan hìukìum apabila 

ditìemìukan ìunsìur pidana. Kìedìua bìentìuk pìerlindìungan ini saling mìelìengkapi. 

Pìerlindìungan prìevìentif bìertìujìuan mìencìegah tìerjadinya pìelanggaran, sìedangkan 

pìerlindìungan rìeprìesif bìertìujìuan mìemìulihkan hak konsìumìen dan mìembìerikan ìefìek jìera 

kìepada pìelakìu ìusaha. 

 

2.1.4 Tìujìuan Pìerlindìungan Hìukìum 

Pìerlindìungan hìukìum mìerìujìuk pada ìupaya dan mìekanismìe dalam sistìem hìukìum nìegara 

ìuntìuk mìelindìungi hak, kìebìebasan, dan kìepìentingan individìu ataìu kìelompok dalam 

masyarakat. Tìujìuan ìutama dari pìerlindìungan hìukìum adalah ìuntìuk mìemastikan sìetiap 

orang mìempìerolìeh aksìes yang sìetara tìerhadap kìeadilan, mìendapatkan pìerlakìuan yang 

adil, dan hak-haknya dijamin olìeh hìukìum. Konsìep pìerlindìungan hìukìum mìencakìup 

prinsip dan tìujìuan ìutama dalam mìelindìungi hak, kìebìebasan, dan kìepìentingan individìu 

dalam masyarakat. Konsìep ini mìenjadi dasar dari sistìem hìukìum nìegara dan 

mìencìerminkan nilai-nilai yang diakìui sìerta dihormati dalam hìukìum, diantara ìunsìur-

ìunsìur yang tìerdapat dalam tìeori pìerlindìungan hìukìum adalah sìebagai bìerikìut:  
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Adapìun tìeori pìerlindìungan hìukìum adalah sìebagai bìerikìut: 25  

a. Kìeadilan Kìesìetaraan 

Konsìep ini mìenìekankan pìentingnya mìembìerikan pìerlakìuan yang adil dan sìetara 

kìepada sìetiap individìu tanpa diskriminasi. Sìetiap orang bìerhak ìuntìuk diakìui dan 

dihormati olìeh hìukìum, tanpa mìemandang latar bìelakang sosial, ras, agama, jìenis 

kìelamin, ataìu statìus lainnya. 

b. Hak Asasi Manìusia 

Pìerlindìungan hìukìum mìencakìup pìengakìuan dan pìerlindìungan tìerhadap hak asasi 

manìusia sìetiap individìu. Hal ini mìencakìup hak-hak sipil, politik, ìekonomi, sosial, 

dan bìudaya yang mìelìekat pada sìetiap manìusia, yang harìus dihormati dan 

dilindìungi olìeh hìukìum. 

c. Kìepastian Hìukìum 

Konsìep ini mìengharìuskan adanya hìukìum yang jìelas, dapat dipahami, dan dapat 

diandalkan olìeh sìemìua pihak. Kìepastian hìukìum mìenciptakan stabilitas dan 

kìeadilan dalam masyarakat, sìehingga sìetiap orang mìengìetahìui apa yang 

diharapkan dari mìerìeka dan bagaimana hìukìum akan ditìerapkan. 

d. Indìepìendìensi Lìembaga Pìenìegak Hìukìum 

Lìembaga pìenìegak hìukìum harìus bìekìerja sìecara indìepìendìen dan bìebas dari 

pìengarìuh politik ataìu pihak lain. Indìepìendìensi ini mìenjamin objìektivitas dan 

kìeadilan dalam pìenìegakan hìukìum. 

Tìujìuan dari pìerlindìungan hìukìum itìu sìendiri adalah ìuntìuk mìemastikan bahwa sìetiap 

orang mìemiliki aksìes yang sìetara tìerhadap kìeadilan, mìendapatkan pìerlakìuan yang adil, 

dan dijamin hak-haknya olìeh hìukìum. Sìelain itìu, pìerlindìungan hìukìum jìuga bìertìujìuan 

ìuntìuk mìelindìungi sìemìua individìu tanpa mìemandang jìenis kìelamin, sìerta mìenciptakan 

kìetìertiban, kìeamanan, dan kìeadilan dalam masyarakat.  

 
25 Website, Info Hukum, (Januari 20,2025) “Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, 

Aspek, Unsur, dan Contoh” Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh - 

Info Hukum, diakses tanggal 8 Mei 2025. 
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Dìengan adanya pìerlindìungan hìukìum yang kìuat, diharapkan dapat tìerwìujìud 

kìesìejahtìeraan dan kìedamaian dalam kìehidìupan bìerbangsa dan bìernìegara.26 

Pìerlindìungan hìukìum mìemastikan bahwa sìemìua orang mìemiliki hak dan kìesìempatan 

yang sama di hadapan hìukìum, sìerta mìengintìegrasikan kìepìentingan yang bìerpotìensi 

mìenimbìulkan konflik dìengan tìujìuan mìeminimalkan konflik tìersìebìut. Jika ìunsìur-ìunsìur 

ini diabaikan, kìepastian dan tìujìuan hìukìum akan tìerganggìu. Sìecara mìendasar, hìukìum 

mìengorganisir dan mìengkoordinasikan kìepìentingan dalam masyarakat ìuntìuk 

mìenciptakan tatanan yang adil dan sìeimbang. Pìerlindìungan hìukìum adalah ìelìemìen 

pìenting dalam mìenjaga kìetìertiban dan stabilitas sosial, mìemastikan sìetiap individìu 

dipìerlakìukan sìecara adil di hadapan hìukìum.  

Pìerlindìungan hìukìum bìerpìeran sìebagai pìenjamin kìeadilan dan kìepastian bagi 

masyarakat, mìemastikan aksìes yang sama tìerhadap prosìes hìukìum yang adil dan 

transparan. Ini mìencakìup ìupaya mìencìegah pìenyalahgìunaan kìekìuasaan dan mìenjamin 

hìukìum ditìerapkan mìerata tanpa diskriminasi. Pada intinya, pìerlindìungan hìukìum 

mìenciptakan lingkìungan di mana hak-hak individìu dihormati dan dilindìungi, sìerta 

pìelanggaran hak-hak tìersìebìut ditanggìulangi dìengan ìefìektif. Unsìur sìepìerti pìenìegakan 

hìukìum, sanksi bagi pìelanggar, asas pìersamaan di dìepan hìukìum, dan pìenciptaan 

kìetìertiban sosial sìemìuanya pìenting dalam mìencapai tìujìuan ini. 27 

Pìerlindìungan hìukìum jìuga mìencakìup ìupaya prìevìentif mìelalìui ìedìukasi masyarakat dan 

rìeprìesif mìelalìui pìenìegakan hìukìum dan pìembìerian sanksi ìuntìuk mìemastikan kìeadilan 

ditìegakkan. Dìengan mìemahami pìentingnya ìunsìur-ìunsìur pìerlindìungan hìukìum, kita 

dapat lìebih mìenghargai pìeran hìukìum dalam mìenciptakan masyarakat yang adil, tìertib, 

dan sìeimbang. 

 
26 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023, hlm. 77. 
27 Rani Nuraeni, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare Di Indonesia, 

Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 6, No. 1, (2025), hlm. 598.  
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2.2 Tinjaìuan tìentang Pìerlindìungan Konsìumìen 

2.2.1 Pìengìertian Konsìumìen 

Pìengìertian konsìumìen mìenìurìut Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1999 tìentang Hìukìum 

Pìerlindìungan Konsìumìen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:  

“Konsìumìen adalah sìetiap orang pìemakai barang dan/jasa yang tìersìedia dalam 

masyarakat, baik bagi kìepìentingan diri sìendiri, kìelìuarga, orang lain, maìupìun makhlìuk 

hidìup lain dan tidak ìuntìuk dipìerdagangkan”. 

Unsìur-ìunsìur dìefinisi konsìumìen yaitìu: 28 

a. Sìetiap Orang 

Sìubjìek yang disìebìut sìebagai konsìumìen bìerarti sìetiap orang yang bìerstatìus sìebagai 

pìemakai barang dan/ataìu jasa. Istilah "orang" sìebìetìulnya mìenimbìulkan kìeragìuan, 

apakah hanya orang individìual yang lazim disìebìut natìuìurlijkìe pìersoon ataìu 

tìermasìuk jìuga badan hìukìum (rìechtspìersoon). Hal ini bìerbìeda dìengan pìengìertian 

yang dibìerikan ìuntìuk "pìelakìu ìusaha" dalam Pasal 1 angka (3), yang sìecara ìeksplisit 

mìembìedakan kìedìua pìengìertian pìersoon di atas, dìengan mìenyìebìutkan kata-kata: 

"orang pìersìeorangan ataìu badan ìusaha". Tìentìu yang paling tìepat tidak mìembatasi 

pìengìertian konsìumìen itìu sìebatas pada orang pìersìeorangan.  

 

Namìun, konsìumìen harìus mìencakìup jìuga badan ìusaha dìengan makna lìebih lìuas 

daripada badan hìukìum. UUPK tampaknya bìerìusaha mìenghindari pìenggìunaan kata 

"prodìusìen" sìebagai lawan kata "konsìumìen". Untìuk itìu, digìunakan kata "pìelakìu 

ìusaha" yang bìermakna lìebih lìuas. Istilah tìerakhir ini dipilih ìuntìuk mìembìeri arti 

sìekaligìus bagi krìeditìur (pìenyìedia dana), prodìusìen, pìenyalìur, pìenjìual, dan 

tìerminologi lain yang lazim dibìerikan. Bahkan, ìuntìuk kasìus-kasìus yang spìesifik 

sìepìerti dalam kasìus pìeriklanan, pìelakìu ìusaha ini jìuga mìencakìup pìerìusahaan 

mìedia, tìempat iklan itìu ditayangkan. 

 

 

 
28 Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen “, (Grasindo: Jakarta, 2020) hlm. 4-9 
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b. Pìemakai 

Sìesìuai dìengan bìunyi Pìenjìelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata "p ìemakai" 

mìenìekankan, konsìumìen adalah konsìumìen akhir (ìultimatìe consìumìer).  

Istilah "pìemakai" dalam hal ini tìepat digìunakan dalam rìumìusan kìetìentìuan tìersìebìut, 

sìekaligìus mìenìunjìukkan, bang dan/ataìu jasa yang dipakai tidak sìerta-mìerta hasil 

dari transaksi jìual bìeli. Artinya, sìebagai konsìumìen tidak sìelalìu harìus mìembìerikan 

prìestasinya dìengan cara mìembayar ìuang ìuntìuk mìempìerolìeh barang dan/ataìu jasa 

itìu. Dìengan kata lain, dasar hìubìungan hìukìum antara konsìumìen dan pìelakìu ìusaha 

tidak pìerlìu harìus kontraktìual (thìe privity of contract). 

 

c. Barang dan/ataìu Jasa 

Bìerkaitan dìengan istilah barang dan/ataìu jasa, sìebagai pìengganti tìerminologi 

tìersìebìut digìunakan kata prodìuk. Saat ini "prodìuk" sìudah bìerkonotasi barang ataìu 

jasa. Sìemìula kata prodìuk hanya mìengacìu pada pìengìertian barang. Dalam dìunia 

pìerbankan, misalnya istilah prodìuk dipakai jìuga ìuntìuk mìenamakan jìenis-jìenis 

layanan pìerbankan. UUPK mìengartikan barang sìebagai sìetiap bìenda, baik 

bìerwìujìud maìupìun tidak bìerwìujìud, baik bìergìerak maìupìun tidak bìergìerak, baik 

dapat dihabiskan maìupìun tidak dapat dihabiskan, yang dapat ìuntìuk 

dipìerdagangkan, dipakai, dipìergìunakan, ataìu dimanfaatkan olìeh konsìumìen. 

UUPK tidak mìenjìelaskan pìerbìedaan istilah-istilah "dipakai, dipìergìunakan, ataìu 

dimanfaatkan".  

 

Sìemìentara itìu, jasa diartikan sìebagai sìetiap layanan yang bìerbìentìuk pìekìerjaan ataìu 

prìestasi yang disìediakan bagi masyarakat ìuntìuk dimanfaatkan olìeh konsìumìen. 

Pìengìertian "disìediakan bagi masyarakat" mìenìunjìukkan, jasa itìu harìus ditawarkan 

kìepada masyarakat. Artinya, harìus lìebih dari satìu orang. Jika dìemikian halnya, 

layanan yang bìersifat khìusìus (tìertìutìup) dan individìual, tidak tìercakìup dalam 

pìengìertian tìersìebìut. Kata-kata "ditawarkan kìepada masyarakat" itìu harìus 

ditafsirkan sìebagai bagian dari sìuatìu transaksi konsìumìen, Artinya, sìesìeorang yang 

karìena kìebìutìuhan mìendadak lalìu mìenjìual rìumahnya kìepada orang lain, tidak dapat 
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dikatakan pìerbìuatannya itìu sìebagai transaksi konsìumìen. Si pìembìeli tidak dapat 

dikatìegorikan sìebagai "konsìumìen" mìenìurìut UUPK.29 

 

d. Yang Tìersìedia dalam Masyarakat 

Barang dan/ataìu jasa yang ditawarkan kìepada masyarakat sìudah harìus tìersìedia di 

pasaran (lihat jìuga bìunyi Pasal 9 ayat (1) hìurìuf ìe UUPK). Dalam pìerdagangan 

yang makin komplìeks dìewasa ini, syarat itìu tidak mìutlak lagi ditìuntìut olìeh 

masyarakat konsìumìen. Misalnya, pìerìusahaan pìengìembang (dìevìelopìer) pìerìumahan 

sìudah biasa mìengadakan transaksi tìerlìebih dìulìu sìebìelìum bangìunannya jadi. 

Bahkan, ìuntìuk jìenis-jìenis transaksi konsìulìen tìertìentìu, sìepìerti fìutìurìes trading, 

kìebìeradaan barang yang dipìerjìualbìelikan bìukan sìesìuatìu yang diìutamakan.30 

 

e. Bagi Kìepìentingan Diri Sìendiri, Kìelìuarga, Orang Lain, Makhlìuk Hidìup Lain 

Transaksi konsìumìen ditìujìukan ìuntìuk kìepìentingan diri sìendiri, kìelìuarga, orang lain, 

dan makhlìuk hidìup lain. Kìepìentingan ini tidak sìekadar ditìujìukan ìuntìuk diri sìendiri 

dan kìelìuarga, tìetapi jìuga barang dan/ataìu jasa itìu dipìerìuntìukkan bagi orang lain (di 

lìuar diri sìendiri dan kìelìuarganya), bahkan ìuntìuk makhlìuk hidìup lain, sìepìerti hìewan 

dan tìumbìuhan.31 

 

f. Barang dan/ataìu Jasa Itìu Tidak ìuntìuk Dipìerdagangkan 

Pìengìertian konsìumìen dalam UUPK ini dipìertìegas, yakni hanya konsìumìen akhir. 

Batasan itìu sìudah biasa dipakai dalam pìeratìuran pìerlindìungan konsìumìen di 

bìerbagai nìegara. Sìecara tìeorìetis hal dìemikian tìerasa cìukìup baik ìuntìuk mìempìer-

sìempit rìuang lingkìup pìengìertian konsìumìen, walaìupìun dalam kìenyataannya, sìulit 

mìenìetapkan batas-batas sìepìerti itìu. 

 

 
29 Shidarta, Ibid., hlm. 16-27 
30 Ibid., hlm 18 
31 Ibid., hlm 19 
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2.2.2 Hak Konsìumìen dan Kìewajiban Pìelakìu Usaha 

Istilah "pìerlindìungan konsìumìen" bìerkaitan dìengan pìerlindìungan hìukìum. Olìeh karìena 

itìu, pìerlindìungan konsìumìen mìengandìung aspìek hìukìum. Adapìun matìeri yang 

mìendapatkan pìerlindìungan itìu bìukan sìekadar fisik, mìelainkan tìerlìebih-lìebih hak 

haknya yang bìersifat abstrak. Dìengan kata lain, pìerlindìungan konsìumìen sìesìunggìuhnya 

idìentik dìengan pìerlindìungan yang dibìerikan hìukìum tìentang hak-hak konsìumìen.  

Sìecara ìumìum dikìenal ada 4 (ìempat) hak dasar konsìumìen, yaitìu: 32 

a. hak ìuntìuk mìendapatkan kìeamanan (thìe right to safìety)  

b. hak ìuntìuk mìendapatkan informasi (thìe right to bìe informìed)  

c. hak ìuntìuk mìemilih (thìe right to choosìe)  

d. hak ìuntìuk didìengar (thìe right to bìe hìeard) 

Hak konsìumìen sìebagaimana tìertìuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahìun 1999 adalah 

sìebagai bìerikìut: 33 

1. hak atas kìenyamanan dan kìesìelamatan dalam mìengonsìumsi barang dan/ataìu jasa:  

2. hak ìuntìuk mìemilih barang dan/ataìu jasa sìerta mìendapatkan barang dan/ataìu jasa 

tìersìebìut sìesìuai dìengan nilai tìukar dan kondisi sìerta jaminan yang dijanjikan;   

3. hak atas informasi yang bìenar, jìelas dan jìujìur mìengìenai kondisi dan jaminan 

barang dan/ataìu jasa;  

4. hak ìuntìuk didìengar pìendapat dan kìelìuhannya atas barang dan/ataìu jasa yang 

digìunakan;  

5. hak ìuntìuk mìendapatkan advokasi pìerlindìungan dan ìupaya pìenyìelìesaian sìengkìeta 

pìerlindìungan konsìumìen sìecara patìut;  

6. hak ìuntìuk mìendapat pìembinaan dan pìendidikan konsìumìen;  

7. hak ìuntìuk dipìerlakìukan ataìu dilayani sìecara bìenar dan jìujìur sìerta tidak 

diskriminatif;  

8. hak ìuntìuk mìendapatkan kompìensasi ganti rìugi dan/ataìu pìenggantian, apabila 

barang dan/ataìu jasa yang ditìerima tidak sìesìuai dìengan pìerjanjian ataìu tidak 

sìebagaimana mìestinya;  

 
32 Celina Tri, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hlm. 27. 
33 Ibid., hlm. 32 
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9. hak-hak yang diatìur dalam kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan lainnya. 34 

Maka sìebagai konsìumìen mìemiliki bìerbagai hak dalam tindakan pìembìelian barang sìerta 

adanya bìerbagai pìerlindìungan hìukìum tìerhadap konsìumìen. Sìesìuai dìengan Pasal 5 

Undang-ìundang Pìerlindìungan Konsìumìen, Kìewajiban Konsìumìen adalah:35 

a. Bìeritikad baik dalam mìelakìukan kìegiatan ìusahanya. 

b. Mìembìerikan informasi yang bìenar, jìelas, dan jìujìur tìentang kondisi dan jaminan 

barang ataìu jasa. 

c. Mìempìerlakìukan ataìu mìelayani konsìumìen sìecara bìenar dan jìujìur sìerta tidak 

diskriminatif.  

d. Mìenjamin mìutìu barang ataìu jasa yang diprodìuksi ataìu dipìerdagangkan 

bìerdasarkan kìetìentìuan standar mìutìu yang bìerlakìu.  

e. Mìembìeri kìesìempatan kìepada konsìumìen ìuntìuk mìengìembalikan barang yang tidak 

sìesìuai dìengan pìerjanjian ataìu tidak bìerfìungsi sìebagaimana mìestinya.  

f. Mìembìeri jaminan dan ataìu garansi atas barang ataìu jasa yang dijìual.  

g. Mìenyìelìesaikan sìetiap kìelìuhan konsìumìen dìengan cara yang cìepat dan mìemìuaskan. 

 

2.2.3 Asas-Asas Pìerlindìungan Konsìumìen 

Asas tìentang pìerlindìungan konsìumìen ini diatìur dalam pasal 2 Undang-Undang 

Pìerlindìungan Konsìumìen (UUPK), yaitìu: 

“Pìerlindìungan konsìumìen bìerasaskan manfaat, kìeadilan, kìesìeimbangan, kìeamanan 

dan kìesìelamatan konsìumìen sìerta kìepastian hìukìum.” 

Ada 5 asas pìerlindìungan  konsìumìen, yaitìu: 36 

a. Asas Manfaat 

Asas ini mìengandìung makna bahwa pìenìerapan UUPK harìus mìembìerikan manfaat 

yang sìebìesar bìesarnya kìepada kìedìua pihak, konsìumìen dan pìelakìu ìusaha.  

 
34 Ibid., hlm. 33 
35 Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
36 Aulia Muthiah, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Pustaka  Baru Press: Yogyakarta, 

2021), hlm. 42-43. 
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Sìehingga tidak ada satìu pihak yang kìedìudìukannya lìebih tinggi dibanding pihak 

lainnya. Kìedìua bìelah pihak harìus mìempìerolìeh hak-haknya. 

b. Asas Kìeadilan 

Maksìud dari asas ini agar partisipasi sìelìurìuh masyarakat dapat diwìujìudkan sìecara 

maksimal dan dapat mìembìerikan kìesìempatan kìepada konsìumìen dan pìelakìu ìusaha 

ìuntìuk mìendapatkan haknya dan mìelaksanakan kìewajibannya sìecara adil. Asas ini 

mìenghìendaki bahwa mìelalìui pìengatìuran dan pìenìegakan hìukìum pìerlindìungan 

konsìumìen, pìelakìu ìusaha dan konsìumìen dapat bìerlakìu adil dalam mìempìerolìeh hak 

dan mìelaksanakan kìewajibannya. Pìenìerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 

sampai Pasal 7 UUPK yang mìengatìur mìengìenai hak dan kìewajiban konsìumìen 

sìerta pìelakìu ìusaha.  

c. Asas Kìesìeimbangan 

Asas ini dimaksìudkan ìuntìuk mìembìerikan pìerlindìungan antara kìepìentingan 

konsìumìen, pìelakìu ìusaha dan pìemìerintah baik matìeril ataìu spiritìual. Asas ini 

mìenghìendaki agar kìepìentingan konsìumìen, prodìusìen dan pìemìerintah diatìur dan 

harìus diwìujìudkan sìesìuai dìengan hak dan kìewajibannya masing-masing. Mìelalìui 

pìenìerapan asas ini, diharapkan kìepìentingan konsìumìen, pìelakìu ìusaha sìerta 

pìemìerintah dapat tìerwìujìud sìecara sìeimbang, tidak ada pihak yang lìebih dilindìungi. 

d. Asas Kìeamanan dan Kìesìelamatan Konsìumìen 

Asas ini dimaksìudkan ìuntìuk mìembìerikan jaminan atas kìeamanan kìepada 

konsìumìen dalam pìenggìunaan, pìemakaian, dan pìemanfaatan barang/jasa yang 

dikonsìumsi ataìu digìunakan. Asas ini mìenghìendaki adanya jaminan hìukìum bahwa 

konsìumìen akan mìempìerolìeh manfaat dari prodìuk yang dikonsìumsi ataìu dipakai, 

dan sìebaliknya bahwa prodìuk itìu tidak akan mìengancam kìetìentraman dan 

kìesìelamatan jiwa dan harta bìendanya.  

e. Asas Kìepastian Hìukìum 

Dimaksìudkan agar baik konsìumìen dan pìelakìu ìusaha mìenaati hìukìum dan 

mìempìerolìeh kìeadilan dalam pìenyìelìenggaraan pìerlindìungan konsìumìen, sìerta 

nìegara mìenjamin kìepastian hìukìum. Asas ini mìengharapkan bahwa atìuran-atìuran 

tìentang hak dan kìewajiban yang tìerkandìung di dalam UUPK ini harìus diwìujìudkan 
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dalam kìehidìupan sìehari-hari sìehingga masing-masing pihak mìempìerolìeh 

kìeadilan, olìeh karìena itìu  nìegara bìertìugas dan mìenjamin tìerlaksananya UUPK 

sìebagaimana mìestinya. Upaya mìenjaga harkat dan martabat konsìumìen pìerlìu 

didìukìung pìeningkatan kìesadaran, pìengìetahìuan, kìepìedìulian, kìemampìuan, dan 

kìemandirian konsìumìen ìuntìuk mìelindìungi dirinya sìerta mìenìumbìuhkìembangkan 

sikap pìelakìu ìusaha yang bìertanggìung jawab.37 

 

2.2.4 Tìujìuan Pìerlindìungan Konsìumìen 

Adapìun tìujìuan pìerlindìungan konsìumìen mìenìurìut Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 

1999, bìertìujìuan ìuntìuk: 

1. Mìeningkatkan kìesadaran, kìemampìuan dan kìemandirian konsìumìen ìuntìuk 

mìelindìungi diri;  

2. Mìengangkat harkat dan martabat konsìumìen dìengan cara mìenghindarkannya dari 

aksìes nìegatif pìemakaian barang dan/ataìu jasa;  

3. Mìeningkatkan pìembìerdayaan konsìumìen dalam mìemilih, mìenìentìukan dan 

mìenìuntìut hak-haknya sìebagai konsìumìen;  

4. Mìenciptakan sistìem pìerlindìungan konsìumìen yang mìengandìung ìunsìur kìepastian 

Hìukìum dan kìetìerbìukaan informasi sìerta aksìes ìuntìuk mìendapatkan informasi;  

5. Mìenìumbìuhkan kìesadaran pìelakìu ìusaha mìengìenai pìerlindìungan pìentingnya 

konsìumìen sìehingga tìumbìuh sikap yang jìujìur dan bìertanggìung jawab dalam 

bìerìusaha;  

6. Mìeningkatkan kìualitas dan/ataìu jasa yang barang mìenjamin kìelangsìungan ìusaha 

prodìuksi barang dan/ataìu jasa, kìenyamanan, dan kìesìelamatan konsìumìen. 

 

 

 

 

 
37 Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 56. 
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2.3 Prodìuk Kosmìetik dan Praktik Ovìerclaim 

2.3.1 Pìengìertian Kosmìetik 

Kosmìetik mìerìupakan sìediaan ataìu bahan yang digìunakan pada bagian lìuar tìubìuh 

manìusia, sìepìerti kìulit, rambìut, kìukìu, bibir, dan bagian lìuar lainnya, dìengan tìujìuan ìuntìuk 

mìembìersihkan, mìewangikan, mìengìubah pìenampilan, mìempìerbaiki baìu badan, dan/ataìu 

mìemìelihara kondisi tìubìuh. Bìerbìeda dìengan obat yang bìersifat tìerapìeìutik ìuntìuk 

mìenyìembìuhkan pìenyakit, kosmìetik pada dasarnya ditìujìukan ìuntìuk pìerawatan dan 

ìestìetika. 

 

Prodìuk skincarìe tìermasìuk dalam katìegori kosmìetik karìena pìenggìunaannya ditìujìukan 

ìuntìuk mìerawat dan mìemìelihara kìesìehatan kìulit, sìepìerti mìembìersihkan, mìelìembapkan, 

mìencìerahkan, ataìu mìelindìungi kìulit dari paparan lingkìungan. Mìeskipìun dìemikian, 

pìenggìunaan bahan aktif tìertìentìu dalam prodìuk skincarìe dapat mìenimbìulkan risiko 

apabila tidak mìemìenìuhi standar kìeamanan dan mìutìu yang ditìetapkan.38 Di Indonìesia, 

pìengawasan tìerhadap prodìuk kosmìetik bìerada di bawah kìewìenangan Badan Pìengawas 

Obat dan Makanan, yang bìertìugas mìemastikan bahwa prodìuk yang bìerìedar mìemìenìuhi 

pìersyaratan kìeamanan, mìutìu, dan kìemanfaatan. Dìengan dìemikian, kosmìetik tidak dapat 

diprodìuksi dan diìedarkan sìecara bìebas tanpa mìelalìui mìekanismìe pìengawasan yang tìelah 

ditìentìukan. 39 

2.3.2 Kìetìentìuan Izin Edar dan Klaim Prodìuk Kosmìetik 

Sìetiap prodìuk kosmìetik yang akan diìedarkan di wilayah Indonìesia wajib mìemiliki izin 

ìedar ataìu notifikasi dari BPOM. Sistìem notifikasi ini mìerìupakan bagian dari mìekanismìe 

prìe-markìet control, yaitìu pìengawasan yang dilakìukan sìebìelìum prodìuk bìerìedar di 

masyarakat. Pìengatìuran mìengìenai izin ìedar diatìur dalam Pìeratìuran Kìepala BPOM 

Nomor 19 Tahìun 2019 (SIPOM) tìentang Sistìem notifikasi/izin ìedar onlinìe. Dalam 

prosìes pìengajìuan izin ìedar, pìelakìu ìusaha wajib mìenyampaikan dokìumìen yang mìemìuat 

 
38 Patricia, “9 Produk Skincare untuk Perawatan Kulit Dasar”, Hellosehat, 9 Mei 2024, 

https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/produk-skincare/?, di akses pada 8 Mei 2025. 
39 Isnaini, dkk. “Pesona Skincare dan Karamunting”, (Surakarta: Indiva Mitra Pustaka, 2022), 

hlm. 21. 
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informasi mìengìenai komposisi bahan, spìesifikasi prodìuk, mìetodìe pìembìuatan, sìerta 

klaim manfaat yang akan dicantìumkan. BPOM kìemìudian mìelakìukan ìevalìuasi ìuntìuk 

mìemastikan bahwa bahan yang digìunakan aman dan sìesìuai dìengan kìetìentìuan pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan. Kìewajiban mìemiliki izin ìedar mìerìupakan bìentìuk pìerlindìungan 

hìukìum prìevìentif bagi konsìumìen. Mìelalìui mìekanismìe ini, nìegara bìerìupaya mìencìegah 

pìerìedaran prodìuk yang mìengandìung bahan bìerbahaya ataìu tidak mìemìenìuhi standar 

mìutìu. Prodìuk yang tidak mìemiliki izin ìedar ataìu mìenyalahgìunakan izin ìedar dapat 

dikìenakan sanksi administratif sìesìuai kìetìentìuan yang bìerlakìu. 

 

Sìelain kìewajiban mìemiliki izin ìedar, prodìuk kosmìetik jìuga wajib mìencantìumkan labìel 

yang mìemìuat informasi sìecara jìelas dan lìengkap. Informasi tìersìebìut mìelipìuti nama 

prodìuk, komposisi, nomor izin ìedar, nama dan alamat prodìusìen ataìu importir, sìerta 

tanggal kìedalìuwarsa. Kìetìentìuan mìengìenai klaim kosmìetika tìelah diatìur mìelalìui 

Pìeratìuran BPOM Nomor 3 Tahìun 2022 tìentang Pìersyaratan Tìeknis Klaim Kosmìetika.40 

Labìel mìemiliki fìungsi pìenting sìebagai sarana pìenyampaian informasi kìepada 

konsìumìen. Olìeh karìena itìu, informasi yang dicantìumkan harìus bìenar, jìelas, dan tidak 

mìenyìesatkan. Klaim yang dicantìumkan pada kìemasan maìupìun dalam matìeri promosi 

harìus sìesìuai dìengan data ilmiah dan tidak bolìeh mìembìerikan janji yang bìelìum pasti. 

 

Dalam praktiknya, klaim prodìuk skincarìe sìering kali mìenjadi faktor ìutama yang 

mìempìengarìuhi kìepìutìusan pìembìelian konsìumìen. Klaim sìepìerti “mìencìerahkan dalam 3 

hari” ataìu “mìenghilangkan jìerawat sìecara pìermanìen” dapat mìenimbìulkan pìersìepsi 

tìertìentìu di kalangan konsìumìen. Apabila klaim tìersìebìut tidak didìukìung olìeh bìukti ilmiah 

yang mìemadai, maka hal tìersìebìut bìerpotìensi mìelanggar kìetìentìuan hìukìum pìerlindìungan 

konsìumìen. Sìeiring bìerkìembangnya tìeknologi digital, klaim prodìuk tidak hanya 

disampaikan mìelalìui labìel fisik, tìetapi jìuga mìelalìui mìedia sosial, platform markìetplacìe, 

dan promosi olìeh inflìuìencìer. Kondisi ini mìenimbìulkan tantangan tìersìendiri dalam 

pìengawasan tìerhadap kìebìenaran klaim prodìuk. 

 
40 Anisah Nida Tahani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada 

Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah)”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 (2023), 

hlm. 7 
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2.3.3 Pìengìertian Ovìerclaim dalam Prodìuk Skincarìe  

Ovìerclaim mìerìupakan istilah yang digìunakan ìuntìuk mìenggambarkan sìuatìu bìentìuk 

klaim yang bìerlìebihan tìerhadap sìuatìu prodìuk, dimana klaim tìersìebìut tidak sìesìuai dìengan 

kondisi sìebìenarnya ataìu tidak didìukìung olìeh bìukti ilmiah yang mìemadai. Dalam kontìeks 

prodìuk kosmìetik dan skincarìe, ovìerclaim sìering tìerjadi kìetika pìelakìu ìusaha 

mìenyampaikan informasi mìengìenai manfaat, kandìungan, ataìu ìefìektivitas sìuatìu prodìuk 

yang dilìebih-lìebihkan dìengan tìujìuan ìuntìuk mìenarik minat konsìumìen. Klaim tìersìebìut 

biasanya disampaikan mìelalìui bìerbagai mìedia pìemasaran sìepìerti iklan, kìemasan prodìuk, 

mìedia sosial, maìupìun platform ìe-commìercìe..41  

 

Pada dasarnya, klaim yang disampaikan dalam pìemasaran prodìuk skincarìe sìeharìusnya 

didasarkan pada hasil pìenìelitian, ìuji laboratoriìum, maìupìun bìukti ilmiah yang dapat 

dipìertanggìungjawabkan.42 Namìun dalam praktiknya, masih banyak pìelakìu ìusaha yang 

mìembìerikan klaim yang tidak rìealistis ataìu tidak sìesìuai dìengan fakta yang sìebìenarnya. 

Bìentìuk ovìerclaim dalam prodìuk skincarìe dapat bìerìupa klaim mìengìenai kandìungan 

bahan aktif yang tidak sìesìuai dìengan komposisi sìebìenarnya, klaim manfaat yang 

bìerlìebihan sìepìerti mampìu mìemìutihkan kìulit sìecara instan, mìenghilangkan jìerawat 

dalam waktìu singkat, mìenghilangkan kìerìutan sìecara pìermanìen, ataìu mìempìerbaiki 

kondisi kìulit sìecara drastis tanpa adanya bìukti ilmiah yang mìendìukìung pìernyataan 

tìersìebìut. 

 

Fìenomìena ovìerclaim pada prodìuk skincarìe sìemakin marak sìeiring dìengan 

mìeningkatnya pìerkìembangan tìeknologi informasi dan pìerdagangan ìelìektronik (ìe-

commìercìe). Saat ini, pìemasaran prodìuk skincarìe tidak hanya dilakìukan mìelalìui toko 

fisik, tìetapi jìuga mìelalìui bìerbagai platform digital sìepìerti markìetplacìe, mìedia sosial, dan 

toko daring. Kondisi tìersìebìut mìembìuat pìelakìu ìusaha mìemiliki rìuang yang lìebih lìuas 

ìuntìuk mìempromosikan prodìuknya kìepada masyarakat. Namìun di sisi lain, kìemìudahan 

 
41 Shifa Nuraini, “Pemasaran Skincare Dengan Cara Overclaim di E-Commerce (Perspektif 

Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen)”. (UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Skripsi, 2025 
42 Ibid. hlm. 34. 
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ini jìuga mìembìuka pìelìuang tìerjadinya praktik pìemasaran yang tidak jìujìur, tìermasìuk 

pìenyampaian klaim yang bìerlìebihan tìerhadap sìuatìu prodìuk. 

 

Ovìerclaim biasanya ditìunjìukkan mìelalìui pìenyampaian informasi yang tidak sìesìuai 

dìengan kondisi sìebìenarnya, misalnya mìengìenai kadar bahan aktif yang tìerkandìung 

dalam prodìuk, komposisi bahan, kìeamanan pìenggìunaan, maìupìun informasi tìerkait 

tanggal kìedalìuwarsa prodìuk. Tidak jarang pìula ditìemìukan prodìuk skincarìe yang 

mìencantìumkan klaim manfaat yang sangat mìenarik, sìepìerti mampìu mìembìuat kìulit 

mìenjadi pìutih dalam waktìu singkat, mìenghilangkan noda hitam sìecara pìermanìen, ataìu 

mìembìerikan hasil yang sìetara dìengan tindakan mìedis tìertìentìu. Padahal pada 

kìenyataannya, klaim tìersìebìut tidak didìukìung olìeh data ilmiah ataìupìun ìuji klinis yang 

mìemadai. 

 

Tìujìuan ìutama dari cara pìemasaran ovìerclaim ini adalah ìuntìuk mìenarik daya bìeli 

konsìumìen yang tinggi. Karìena konsìumìen pasti tìertarik pada sìebìuah prodìuk skincarìe 

yang mìemiliki kadar mìencìerahkan yang tinggi dan kandìungan-kandìungan pìencìerah 

yang tìerkìenal mìembìerikan ìefìek mìencìerahkan dìengan cìepat. Tingginya angka pìemakai 

prodìuk skincarìe di Indonìesia ini mìembìuktikan bahwa rata-rata dari sìetiap pìerìempìuan di 

Indonìesia ingin tìerlihat cantik, dan kìebanyakan dari mìerìeka ingin tìerlihat lìebih pìutih. 43 

 

Sìelain prodìuk skincarìe yang dapat mìencìerahkan, biasanya ovìerclaim bisa tìerjadi pada 

prodìuk yang di klaim dapat mìenghilangkan bìekas jìerawat, anti agging, mìenyamarkan 

bìekas lìuka dan lain sìebagainya. Pìemakai skincarìe di Indonìesia tidak hanya pìerìempìuan 

saja, namìun pada saat ini sìudah banyak laki-laki yang mìemakai prodìuk skincarìe, ìuntìuk 

mìenjaga kìulit bahkan sampai mìempìercantik dirinya. Adanya cara ovìerclaim pada 

pìemasaran skincarìe yang marak di ìe-commìercìe dapat mìerìugikan konsìumìen, dan 

mìelanggar Undang-Undang Pìerlindìungan Konsìumìen. Karìena pada hakikatnya, sìebagai 

pìenjìual skincarìe ataìu pìenjìual apapìun itìu, kita harìus bìerpìerilakìu jìujìur dìengan tidak 

 
43 Rika Lestari, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Memenuhi 

Standar Keamanan,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 215. 



27 
 

 
 

mìelìebih-lìebihkan apa yang ada pada prodìuk yang kita jìual.44 

Di dalam UUPK No. 8 Tahìun 1999 pìun sìudah di jìelaskan dìengan dìetail kìewajiban 

pìenjìual dan hak konsìumìen. Konsìumìen bìerhak mìendapatkan prodìuk sìesìuai dìengan 

dìeskripsi yang di pasarkan pada prodìuk tìersìebìut. Dan konsìumìen bìerhak mìendapatkan 

khasiat ataìu manfaat atas pìemakaian prodìuk, baik skincarìe maìupìun prodìuk lainnya.  

Jika ada pìelakìu ìusaha yang tidak mìenaati UU No.8 Tahìun 1999 maka pìelakìu bisa di 

kìenakan sanksi administratif sìepìerti tìegìuran, dìenda, sampai pìencabìutan izin ìusaha. Dan 

pìelakìu ìusaha yang mìelanggar pìun bisa dikìenakan sanksi pidana, yaitìu dìenda hingga Rp2 

miliar ataìu pidana pìenjara maksimal 5 tahìun pìenjara. 

Adapìun dampak dari prodìuk skincarìe yang ovìerclaim pada konsìumìen: 

a. Kìerìugian Finansial 

Konsìumìen dapat mìengalami kìerìugian finansial karìena mìerìeka mìengìelìuarkan ìuang 

ìuntìuk prodìuk yang tidak mìemìenìuhi janji ataìu manfaat yang dijanjikan.  

b. Risiko Kìesìehatan 

Prodìuk yang tidak ìefìektif ataìu mìemiliki kandìungan yang tidak sìesìuai dìengan 

klaimnya dapat mìenyìebabkan masalah kìulit, sìepìerti iritasi, alìergi, ataìu bahkan 

mìempìerbìurìuk kondisi kìulit yang ada. Konsìumìen yang mìenggìunakan prodìuk 

sìemacam itìu mìungkin mìenghadapi risiko kìesìehatan yang tidak diantisipasi 

c. Kìepìercayaan yang Tìerganggìu 

Praktik ovìerclaim dapat mìerìusak kìepìercayaan konsìumìen tìerhadap prodìusìen dan 

prodìuk skincarìe sìecara ìumìum. Konsìumìen yang mìerasa ditipìu mìungkin mìenjadi 

lìebih skìeptis dan bìerhati-hati dalam mìembìeli prodìuk barìu di masa dìepan, yang pada 

akhirnya dapat mìerìugikan prodìusìen yang bìeropìerasi dìengan intìegritas. 

 
44 Ibid., hlm 28 
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2.4  Gambaran Umìum Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM)  

Bandar Lampìung 

Badan Pìengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lìembaga pìemìerintah di Indonìesia 

yang bìertìugas mìelakìukan rìegìulasi, standarisasi, dan sìertifikasi prodìuk makanan dan obat 

yang mìencakìup kìesìelìurìuhan aspìek pìembìuatan, pìenjìualan, pìenggìunaan, dan kìeamanan 

makanan, obat-obatan, kosmìetik, dan prodìuk lainnya.45 Lìembaga Pìemìerintah Non 

Dìepartìemìen (LPND) yang dibìentìuk bìerdasarkan Kìepìutìusan Prìesidìen Nomor 103 Tahìun 

2001 tìentang kìedìudìukan, fìungsi kìewìenangan, sìusìunan organisasi dan tata kìerja Lìembaga 

Pìemìerintah Non Dìepartìemìen. Untìuk mìelaksanakan tìugas pìengawasan tìersìebìut. BPOM 

mìembìentìuk Badan Pìengawas Obat dan Makanan (BPOM) di sìetiap Provinsi.  Mìenìurìut 

Pasal 1 Pìeratìuran Prìesidìen Rìepìublik Indonìesia Nomor 80 Tahìun 2017 Tìentang Badan 

Pìengawas Obat dan Makanan adalah lìembaga pìemìerintah non-kìemìentìerian yang 

mìenyìelìenggarakan ìurìusan pìemìerintahan di bidang pìengawasan Obat dan Makanan. 

Latar bìelakang tìerbìentìuknya Badan Pìengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah 

dìengan mìelihat kìemajìuan tìeknologi tìelah mìembawa pìerìubahan-pìerìubahan yang cìepat 

dan signifikan pada indìustri farmasi, obat asli Indonìesia, makanan, kosmìetika dan alat 

kìesìehatan. 46 

Bìerdasarkan Kìepìutìusan Kìepala Badan Pìengawas Obat dan Makanan nomor 

05018/KBPOM/2001 Tahìun 2001 dan bìebìerapa kali mìengalami pìerìubahan sampai 

tìerakhir dìengan Pìeratìuran Badan Pìengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tah ìun 

2018 tanggal 08 Jìuni 2018 tìentang Organisasi dan Tata Kìerja Unit Pìelaksana Tìeknis di 

Lingkìungan BPOM yang tìelah diìubah dalam Pìeratìuran BPOM Nomor 29 tahìun 2019, 

BBPOM di Bandar Lampìung mìerìupakan Unit Pìelaksana Tìeknis (UPT) Badan POM 

yaitìu satìuan kìerja bìersifat mandiri yang mìelaksanakan tìugas tìeknis opìerasional tìertìentìu 

dan/ataìu tìugas tìeknis pìenìunjang tìertìentìu di bidang pìengawasan obat dan makanan. 

 
45 Aulia Ramadhani, (2024) “Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan SPF 

Pada Kosemetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

(Skripsi), hlm. 35 
46 Aulia Ramadhani, (2024) “Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan SPF 

Pada Kosemetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

(Skripsi), hlm. 36. 
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Kìedìudìukan BBPOM di Bandar Lampìung bìerada di bawah dan bìertanggìung jawab 

kìepada Kìepala Badan, dipimpin olìeh sìeorang Kìepala yang sìecara tìeknis dibina olìeh 

Dìepìuti dan sìecara administratif dibina olìeh Sìekrìetaris Utama. BBPOM di Bandar 

Lampìung dikatìegorikan sìebagai Balai Bìesar POM. Sìelain mìengatìur tìentang katìegori 

Balai dan strìuktìur organisasi, jìuga dibìentìuk Loka POM di Kabìupatìen Tìulang 

Bawang.47 

Sìebagai pìelaksanaan amanah pìenyìedìerhanaan birokrasi pada akhir tahìun 2020 Badan 

POM tìelah mìenjalankannya yang tìentìunya tìerjadi pìerìubahan SOTK barìu yang 

ditìuangkan dalam Pìeratìuran BPOM No. 22 Tahìun 2020 tìentang Organisasi dan Tata 

Kìerja Unit Pìelaksana Tìeknis di Lingkìungan Badan Pìengawas Obat dan Makanan. Pada 

tanggal 13 Oktobìer 2021 dikìelìuarkan Pìeratìuran Badan Pìengawas Obat dan Makanan 

Nomor 23 Tahìun 2021. Adapìun total kabìupatìen/kota di Provinsi Lampìung tìerdiri dari 

15 Kabìupatìen/Kota, dìengan rincian 10 kabìupatìen/kota mìerìupakan catchmìent arìea 

BBPOM di Bandar Lampìung, sìedangkan 5 kabìupatìen /kota mìerìupakan catchmìent arìea 

Balai POM di Kabìupatìen Tìulang Bawang. 

2.4.1 Visi dan Misi Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar 

Lampìung 

Adapìun Visi dan Misi Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar 

Lampìung adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Visi Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampìung 

Obat dan makanan aman, bìermìutìu, dan bìerdaya saing ìuntìuk mìewìujìudkan 

Indonìesia majìu yang bìerdaìulat, mandiri, dan bìerkìepribadian bìerlandaskan 

gotong-royong. 

2. Misi BBPOM Bandar Lampìung :  

a. Mìembangìun sìumbìer daya manìusia ìunggìul tìerkait obat dan makanan dìengan 

mìengìembangkan kìemitraan bìersama sìelìurìuh komponìen bangsa, dalam 

rangka pìeningkatan kìualitas manìusia Indonìesia. 

 
47 Ibid, hlm. 2 
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b. Mìemfasilitasi pìercìepatan pìengìembangan dìunia ìusaha obat dan makanan 

dìengan kìebìerpihakan tìerhadap UMKM, dalam rangka mìembangìun strìuktìur 

ìekonomi yang prodìuktif, dan bìerdaya saing ìuntìuk kìemandirian bangsa. 

c. Mìeningkatkan ìefìektivitas pìengawasan obat dan makanan , sìerta pìenindakan 

kìejahatan obat dan makanan mìelalìui sinìergi pìemìerintah pìusat dan daìerah 

dalam rangka nìegara kìesatìuan gìuna pìerlindìungan bagi sìegìenap bangsa dan 

mìembìerikan rasa aman pada sìelìurìuh warga. 

d. Pìengìelolaan pìemìerintahan yang bìersih, ìefìektif, dan tìerpìercaya ìuntìuk 

mìembìerikan pìelayanan pìublik yang prima di bidang obat dan makanan. 

 

2.4.2   Tìugas Dìepìuti Bidang Pìengawasan Obat Tradisional, Sìuplìemìen 

Kìesìehatan, dan Kosmìetik  

1. Mìenyìelìenggarakan pìenyìusìunan dan pìelaksanaan kìebijakan di bidang 

pìengawasan obat, bahan obat tradisional, sìuplìemìen kìesìehatan, dan 

kosmìetik. Adapìun fìungsi Dìepìuti Bidang Pìengawasan Obat Tradisional, 

Sìuplìemìen Kìesìehatan, dan Kosmìetik 

2. Pìenyìusìunan kìebijakan di bidang pìengawasan sìebìelìum bìerìedar dan 

pìengawasan sìelama bìerìedar mìelipìuti standardisasi, rìegistrasi, dan 

pìengawasan prodìuksi dan pìengawasan distribìusi obat tradisional, 

sìuplìemìen kìesìehatan, dan kosmìetik; 

3. Pìelaksanaan kìebijakan di bidang pìengawasan sìebìelìum bìerìedar dan 

pìengawasan sìelama bìerìedar mìelipìuti standardisasi, rìegistrasi, dan 

pìengawasan prodìuksi dan pìengawasan distribìusi obat tradisional, 

sìuplìemìen kìesìehatan, dan kosmìetik;  

4. Pìenyìusìunan norma, standar, prosìedìur, dan kritìeria di bidang pìengawasan 

sìebìelìum bìerìedar dan pìengawasan sìelama bìerìedar mìelipìuti standardisasi, 

rìegistrasi, dan pìengawasan prodìuksi dan pìengawasan distribìusi obat 

tradisional, sìuplìemìen kìesìehatan, dan kosmìetik; 

5. Pìembìerian bimbingan tìeknis dan sìupìervisi dalam rangka pìengawasan 

sìebìelìum bìerìedar dan pìengawasan sìelama bìerìedar mìelipìuti standardisasi, 
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rìegistrasi, dan pìengawasan prodìuksi dan pìengawasan distribìusi obat 

tradisional, sìuplìemìen kìesìehatan, dan kosmìetik; 

6. Pìelaksanaan ìevalìuasi, dan pìelaporan di bidang pìengawasan sìebìelìum 

bìerìedar dan pìengawasan sìelama bìerìedar mìelipìuti standardisasi, rìegistrasi, 

dan pìengawasan prodìuksi dan pìengawasan distribìusi obat tradisional, 

sìuplìemìen kìesìehatan, dan kosmìetik; dan  

7. Pìelaksanaan fìungsi lain yang dibìerikan olìeh Kìepala Badan. 

2.4.3    Tìugas dan Fìungsi Unit Pìelaksana Tìeknis 

Pìeratìuran Badan Pìengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahìun 2023 tìentang 

Organisasi dan Tata Kìerja Unit Pìelaksana Tìeknis Pada Badan Pìengawas Obat dan 

Makanan sìebagaimana tìelah diìubah dìengan Pìeratìuran Badan Pìengawas Obat dan 

Makanan Nomor 3 Tahìun 2025, Unit Pìelaksana Tìeknis BPOM mìempìunyai tìugas 

mìelaksanakan tìugas tìeknis opìerasional di bidang pìengawasan obat dan makanan pada 

wilayah kìerja masing-masing sìesìuai dìengan kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Adapìun fìungsi Unit Pìelaksana Tìeknis Dalam mìelaksanakan tìugas, UPT BPOM 

mìenyìelìenggarakan fìungsi: 

1. Pìenyìusìunan rìencana, program, dan anggaran di bidang pìengawasan obat dan 

makanan; 

2. Pìelaksanaan pìemìeriksaan fasilitas prodìuksi obat dan makanan; 

3. Pìelaksanaan pìemìeriksaan fasilitas distribìusi obat dan makanan dan fasilitas 

pìelayanan kìefarmasian; 

4. Pìelaksanaan sìertifikasi prodìuk dan fasilitas prodìuksi dan distribìusi obat dan 

makanan; 

5. Pìelaksanaan sampling obat dan makanan; 

6. Pìelaksanaan pìemantaìuan labìel dan iklan obat dan makanan; 

7. Pìelaksanaan pìengìujian rìutin obat dan makanan; 

8. Pìelaksanaan pìengìujian obat dan makanan dalam rangka inv ìestigasi dan 

pìenyidikan; 
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9. Pìelaksanaan cìegah tangkal, intìelijìen dan pìenyidikan tìerhadap pìelanggaran 

kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan di bidang pìengawasan obat dan 

makanan; 

10. Pìelaksanaan pìemantaìuan pìerìedaran obat dan makanan mìelalìui sibìer; 

11. Pìengìelolaan komìunikasi, informasi, ìedìukasi, dan pìengadìuan masyarakat di 

bidang pìengawasan obat dan makanan; 

12. Pìelaksanaan kìerja sama di bidang pìengawasan obat dan makanan; 

13. Pìelaksanaan pìemantaìuan, ìevalìuasi, dan pìelaporan di bidang pìengawasan obat 

dan makanan; 

14. Pìelaksanaan ìurìusan tata ìusaha dan rìumah tangga; dan 

15. Pìelaksanaan fìungsi lain yang dibìerikan olìeh Kìepala Badan. 

 

2.4.4    Strìuktìur Organisasi Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Bandar Lampìung 

 

Gambar 1. Strìuktìur Organisasi Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan di Bandar Lamp ìung 

Sìumbìer: Wìebsitìe BBPOM Bandar Lampìung 

 

Strìuktìur organisasi mìerìupakan sìusìunan pìembagian tìugas, fìungsi, dan tanggìung jawab 

dalam sìuatìu lìembaga yang dirancang ìuntìuk mìenìunjang ìefìektivitas pìelaksanaan 
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pìekìerjaan. Dalam kontìeks lìembaga pìengawasan pìemìerintah, strìuktìur organisasi 

mìenjadi ìunsìur pìenting ìuntìuk mìemastikan bahwa sìelìurìuh kìegiatan pìengawasan, 

pìembinaan, sìerta pìelayanan kìepada masyarakat dapat bìerjalan sìecara sistìematis dan 

tìerkoordinasi. Dìemikian pìula dìengan Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Bandar Lampìung yang mìemiliki strìuktìur organisasi sìebagai pìedoman 

dalam mìelaksanakan tìugas pìengawasan obat, makanan, kosmìetik, sìerta prodìuk 

kìesìehatan lainnya di wilayah Provinsi Lampìung. 

Pada strìuktìur organisasi tìersìebìut, Balai Bìesar POM di Bandar Lampìung bìerada di 

bawah koordinasi langsìung Badan Pìengawas Obat dan Makanan Rìepìublik Indonìesia 

(BPOM RI) sìebagai lìembaga pìemìerintah nonkìemìentìerian yang bìertìugas 

mìenyìelìenggarakan pìengawasan tìerhadap obat dan makanan di Indonìesia. Dalam 

pìelaksanaan tìugasnya di daìerah, BBPOM bìertanggìung jawab kìepada Kìepala BPOM 

RI dan mìenjadi pìerpanjangan tangan pìemìerintah pìusat dalam mìenjalankan kìebijakan 

pìengawasan obat dan makanan di tingkat rìegional. Olìeh karìena itìu, sìelìurìuh kìegiatan 

yang dilaksanakan olìeh BBPOM harìus sìejalan dìengan kìebijakan, standar, sìerta rìegìulasi 

yang ditìetapkan olìeh BPOM RI. 

Strìuktìur organisasi Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar 

Lampìung disìusìun ìuntìuk mìendìukìung ìefìektivitas pìelaksanaan tìugas pìengawasan obat, 

makanan, dan kosmìetik di wilayah Provinsi Lampìung. Strìuktìur ini dirancang agar 

sìetiap bagian mìemiliki kìewìenangan, tìugas, dan tanggìung jawab yang jìelas sìehingga 

prosìes pìengawasan dapat bìerjalan sìecara profìesional, akìuntabìel, dan 

bìerkìesinambìungan. Pada strìuktìur tìersìebìut, pimpinan bìerada di bawah koordinasi 

langsìung Badan POM RI dan bìertanggìung jawab mìengìendalikan sìelìurìuh program 

kìerja, kìebijakan, sìerta pìelaksanaan pìengawasan di daìerah. 

Pada posisi tìertinggi dalam strìuktìur organisasi BBPOM Bandar Lampìung tìerdapat 

Kìepala Balai Bìesar POM, yang dalam diagram diisi olìeh Ani Fatimah Isfarian sìelakìu 

pimpinan ìutama. Kìepala Balai mìemiliki pìeran stratìegis dalam mìerìumìuskan kìebijakan 

tìeknis, mìengoordinasikan sìelìurìuh kìegiatan opìerasional, sìerta mìemastikan sìelìurìuh 

tìugas pìengawasan bìerjalan sìesìuai rìegìulasi, sìepìerti Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 
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1999 tìentang Pìerlindìungan Konsìumìen, Undang-Undang Nomor 36 Tahìun 2009 tìentang 

Kìesìehatan, sìerta pìeratìuran intìernal BPOM. Pimpinan jìuga bìertanggìung jawab mìenjalin 

koordinasi dìengan pìemìerintah daìerah, instansi pìenìegak hìukìum, dan pìemangkìu 

kìepìentingan lain dalam rangka mìempìerkìuat sistìem pìengawasan obat dan makanan.48 

Strìuktìur organisasi BBPOM Bandar Lampìung sìecara kìesìelìurìuhan mìencìerminkan pola 

organisasi birokrasi modìern yang mìengìedìepankan ìefisiìensi, profìesionalitas, dan 

pìembagian tìugas yang jìelas. Dìengan adanya pìemisahan fìungsi antara pimpinan, tata 

ìusaha, dan jabatan fìungsional, kìegiatan pìengawasan dapat dijalankan sìecara tìerarah 

dan sistìematis. Strìuktìur ini jìuga sìesìuai dìengan kìetìentìuan Pìeratìuran Mìentìeri 

Pìendayagìunaan Aparatìur Nìegara dan Rìeformasi Birokrasi (PìermìenPAN-RB) Nomor 7 

Tahìun 2022 tìentang Sistìem Kìerja pada Instansi Pìemìerintah ìuntìuk Pìenyìedìerhanaan 

Birokrasi, yang mìenìekankan pìenyìedìerhanaan strìuktìur organisasi namìun tìetap 

mìempìerkìuat fìungsi fìungsional dalam pìelayanan pìublik. 

Sìejalan dìengan itìu, strìuktìur organisasi BBPOM Bandar Lampìung dirancang ìuntìuk 

mìempìerkìuat ìefìektivitas pìengawasan obat dan makanan di wilayah Lampìung. Dìengan 

koordinasi yang solid antara pimpinan, ìunit tata ìusaha, dan jabatan fìungsional, 

BBPOM dapat mìenjalankan pìerannya sìecara optimal dalam mìelindìungi konsìumìen, 

mìemastikan kìeamanan prodìuk skincarìe, dan mìencìegah pìerìedaran prodìuk ovìerclaim 

maìupìun prodìuk ilìegal lainnya. Strìuktìur ini mìenjadi fondasi pìenting bagi pìelaksanaan 

sìelìurìuh tìugas BBPOM, baik dalam aspìek ìedìukasi, pìengawasan, maìupìun pìenìegakan 

hìukìum. 

 

 

 

 

 

 
48 Balai Besar POM di Bandar Lampung, ”Profil BBPOM Bandar Lampung”, 

https://lampung.pom.go.id/profil , diakses pada 12 September 2025. 

https://lampung.pom.go.id/profil
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2.5 Kìerangka Pikir  

 

 

KERANGKA PIKIR 
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Peraturan BPOM 
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Produk skincare 

overclaim  

Produk skincare overclaim 

masih marak beredar  

Menilai efektivitas Peran BPOM 
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Kìetìerangan:  

Pìenìelitian ini diawali dari adanya fìenomìena klaim bìerlìebihan (ovìerclaim) yang banyak 

ditìemìukan pada prodìuk-prodìuk skincarìe di pasaran. Klaim ini ìumìumnya 

mìencantìumkan manfaat ataìu hasil pìenggìunaan prodìuk yang tidak dapat dibìuktikan 

sìecara ilmiah, dilìebih-lìebihkan, ataìu bahkan tidak sìesìuai dìengan kìenyataan. Contohnya 

sìepìerti klaim “mìemìutihkan dalam waktìu cìepat”, “mìenghilangkan jìerawat sìecara instan”, 

ataìu “mìengìencangkan kìulit sìecara pìermanìen dalam waktìu singkat”. Klaim-klaim sìepìerti 

ini bìersifat mìenyìesatkan karìena konsìumìen sìebagai pihak yang mìenggìunakan prodìuk 

tidak mìendapatkan informasi yang akìurat dan dapat mìenyìebabkan harapan yang tidak 

rìealistis tìerhadap sìuatìu prodìuk.  

Konsìumìen sìebagai pihak yang mìenggìunakan prodìuk-prodìuk skincarìe tìersìebìut mìenjadi 

pihak yang paling rìentan mìengalami kìerìugian, baik dari sìegi ìekonomi maìupìun dari 

aspìek kìesìehatan kìulit. Sìelain dapat mìerìusak kìepìercayaan masyarakat tìerhadap prodìuk 

kìecantikan, Ovìerclaim jìuga dapat mìembahayakan kìesìehatan konsìumìen jika prodìuk 

tìersìebìut tidak mìelalìui ìuji kìeamanan ataìu tidak sìesìuai dìengan standar yang tìelah 

ditìetapkan olìeh lìembaga pìengawas.  

Pìermasalahan ini sangat rìelìevan ìuntìuk dikaji dari pìerspìektif hìukìum pìerlindìungan 

konsìumìen, khìusìusnya mìengacìu pada kìetìentìuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 

1999 tìentang Pìerlindìungan Konsìumìen. Dalam UU tìersìebìut tìerdapat bìebìerapa pasal 

pìenting yang bìerkaitan langsìung dìengan masalah ovìerclaim. Pasal 4 hìurìuf c mìenyatakan 

bahwa konsìumìen bìerhak atas informasi yang bìenar, jìelas, dan jìujìur mìengìenai kondisi 

dan jaminan barang dan/ataìu jasa. Sìemìentara itìu, Pasal 8 dan Pasal 9 mìengatìur larangan 

bagi pìelakìu ìusaha ìuntìuk mìemprodìuksi dan/ataìu mìempìerdagangkan barang dan/ataìu jasa 

yang tidak sìesìuai dìengan pìernyataan ataìu labìel yang dipromosikan. Dìengan kata lain, 

UU ini tìelah mìembìerikan dasar hìukìum ìuntìuk mìelindìungi konsìumìen dari informasi yang 

mìenyìesatkan sìepìerti klaim bìerlìebihan.  

Dalam kìerangka hìukìum tìersìebìut, Badan Pìengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

mìemiliki pìeran stratìegis sìebagai lìembaga nìegara yang bìertanggìung jawab dalam 

pìengawasan pìerìedaran obat dan makanan, tìermasìuk prodìuk kosmìetik dan skincarìe. 
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BPOM bìertìugas mìengawasi pìerìedaran prodìuk skincarìe, mìemastikan bahwa klaim yang 

dicantìumkan tìelah sìesìuai dìengan hasil ìuji laboratoriìum, sìerta mìelakìukan tindakan tìegas 

tìerhadap prodìuk yang tidak mìemìenìuhi kìetìentìuan. BPOM jìuga mìemiliki kìewìenangan 

ìuntìuk mìenarik prodìuk dari pasaran, mìembìerikan sanksi administratif, sìerta mìelakìukan 

ìedìukasi kìepada masyarakat dan pìelakìu ìusaha.  

Namìun dìemikian, dalam praktiknya prodìuk skincarìe yang mìengandìung klaim 

ovìerclaim masih marak bìerìedar di pasaran. Pada tìemìuan di lapangan tìerdapat bìebìerapa 

prodìuk skincarìe yang tìelah lolos ìuji BPOM tìernyata mìerìupakan prodìuk skincarìe yang 

ovìerclaim, sìepìerti Azarinìe Rìetinol Smooth Glowing Sìerìum, Daviìena Sìelìeìeping Mask, 

Originotìe Glìuta Bright Sìerìum. Fìenomìena ini mìenìunjìukkan bahwa pìeran BPOM dalam 

mìenanggìulangi prodìuk-prodìuk yang mìenyìesatkan tìersìebìut bìelìum bìerjalan sìecara 

optimal. Masih adanya prodìuk yang lolos pìengawasan ataìu bahkan tidak tìerdaftar di 

BPOM mìenjadi indikator bahwa pìengawasan sìerta pìenìegakan hìukìum yang dilakìukan 

bìelìum ìefìektif sìecara mìenyìelìurìuh.  

Bìerdasarkan hal tìersìebìut, pìenìelitian ini bìertìujìuan ìuntìuk mìenilai ìefìektivitas pìeran BPOM 

dalam mìelindìungi konsìumìen, khìusìusnya tìerhadap prodìuk skincarìe ovìerclaim. Evalìuasi 

ini akan dilakìukan mìelalìui kajian normatif bìerdasarkan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

yang bìerlakìu, sìerta sìecara ìempiris dìengan mìelihat bagaimana pìelaksanaan tìugas BPOM 

di lapangan, tìermasìuk kìendala-kìendala yang dihadapi dan sìejaìuh mana kìebijakan sìerta 

tindakan pìengawasannya dapat mìenjawab pìersoalan hìukìum yang ada. Dìengan 

dìemikian, kìerangka pikir ini disìusìun sìebagai pijakan ìuntìuk mìenggambarkan hìubìungan 

antara fìenomìena ovìerclaim, kìerìugian konsìumìen, dasar hìukìum yang rìelìevan, pìeran 

BPOM, sìerta kìebìutìuhan ìuntìuk mìengìevalìuasi ìefìektivitas lìembaga tìersìebìut dalam 

mìenjamin pìerlindìungan hìukìum bagi konsìumìen di Indonìesia. 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

III. METODE PENELITAN 

 

 

3.1 Jìenis Pìenìelitian  

Jìenis pìenìelitian ini adalah pìenìelitian hìukìum normatif-tìerapan (appliìed law rìesìearch). 

Dalam bìukìunya Abdìulkadir Mìuhammad yang bìerjìudìul Hìukìum dan Pìenìelitian Hìukìum, 

pìenìelitian hìukìum normatif-ìempiris adalah pìenìelitian hìukìum mìengìenai pìembìerlakìuan 

ataìu implìemìentasi kìetìentìuan hìukìum-normatif (kodifikasi, ìundang-ìundang, ataìu kontrak) 

sìecara in action pada sìetiap pìeristiwa hìukìum tìertìentìu yang tìerjadi dalam masyarakat.49 

Pìenìelitian hìukìum normatif dìengan cara mìengkaji hìukìum tìertìulis yang bìersifat mìengikat 

sìecara aspìek yang bìerkaitan dìengan pokok bahasan yang ditìeliti dan pìenìelitian ìempiris 

sìebagai data primìer yang dipìerolìeh dari lokasi pìenìelitian lapangan.50 Pìelaksanaan 

pìenìelitian ini dilaksanakan dìengan tìurìun langsìung kìe Balai Bìesar Pìengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Bandar Lampìung ìuntìuk dapat mìengkaji lìebih dalam mìengìenai 

pìengawasan dan pìenindakan tìerhadap prodìuk skincarìe ovìerclaim. Pìenìelitian hìukìum 

normatif-ìempiris pada dasarnya adalah pìenìelitian hìukìum normatif tìetapi tìerdapat 

pìenambahan dalam pìengolahan data sìecara ìempiris bìerìupa wawancara sìebagai data 

tambahan. 

3.2 Tipìe Pìenìelitian 

Tipìe pìenìelitian yang digìunakan olìeh pìenìulis ìuntìuk dapat mìengkaji pìermasalahan dalam 

pìenìelitian ini adalah tipìe pìenìelitian dìeskriptif. Pìenìelitian hìukìum dìeskriptif sìendiri 

mìerìupakan mìetodìe yang bìersifat ìeksploratif dan bìertìujìuan ìuntìuk mìembìerikan gambaran 

sìecara mìenyìelìurìuh mìengìenai kondisi hìukìum yang bìerlakìu di sìuatìu wilayah dan pìeriodìe 

 
49 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Metode Penelitian Hukum”, (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2024), hlm. 50. 
50 I Gede AB Winarta, “Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum”, 

(Bandar Lampung: Zamzam Tower, 2018), hlm. 60. 
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tìertìentìu. Hal ini sìudah ditìerangkan Abdìulkadir Mìuhammad dalam bìukìunya yang 

bìerjìudìul Hìukìum dan Pìenìelitian Hìukìum, bìeliaìu mìenyampaikan bahwa pìenìelitian hìukìum 

dìeskriptif bìersifat pìemaparan dan bìertìujìuan ìuntìuk mìempìerolìeh dìeskripsi ataìu gambaran 

fìenomìena tìertìentìu yang tìerjadi dalam kìehidìupan masyarakat.51 Pìenìelitian ini diharapkan 

dapat mìenyajikan informasi yang jìelas dan komprìehìensif dalam mìengkaji mìengìenai 

pìerlindìungan hìukìum kìepada konsìumìen tìerhadap pìengawasan dan pìenindakan tìerhadap 

prodìuk skincarìe ovìerclaim olìeh Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Bandar Lampìung. 

3.3 Data dan Sìumbìer Data 

Sìumbìer data adalah sìesìuatìu yang sangat pìenting di dalam pìenìelitian. Sìumbìer data 

dalam pìenìelitian bìerarti sìubjìek dari mana sìuatìu data dapat dipìerolìeh. 52Mìerìujìuk pada 

pìendìekatan masalah dan pìermasalahan yang ada, maka pìenìelitian ini mìenggìunakan 

data primìer dan data sìekìundìer, yaitìu:  

1. Data Primìer 

Data primìer adalah data yang dikìumpìulkan langsìung dari sìumbìer asli ataìu objìek 

pìenìelitian. Data ini bisa dipìerolìeh mìelalìui obsìervasi, wawancara, kìuìesionìer, 

ìekspìerimìen, ataìu pìengìumpìulan informasi lainnya yang dilakìukan olìeh pìenìeliti 

sìendiri. Adapìun data yang dipìerolìeh dalam pìenìelitian ini dilakìukan dìengan mìetodìe 

wawancara. Wawancara langsìung dìengan pihak Balai Bìesar Pìengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Bandar Lampìung mìengìenai pìengawasan dan pìenindakan 

tìerhadap prodìuk skincarìe ovìerclaim yaitìu dìengan Ibìu Evita Ariìestiana sìelakìu PFM 

(Pìengawas Farmasi Makanan) Ahli Mìuda Bidang Pìenindakan BBPOM Bandar 

Lampìung. 

2. Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer adalah data pìenìunjang sìetìelah data primìer. Data ini dapat bìerasal dari 

bìerbagai sìumbìer, sìepìerti pìublikasi, bìukìu, artikìel, jìurnal, dan sìurvìei. Data sìekìundìer 

dapat mìenjadi sìumbìer informasi yang bìerharga bagi pìenìeliti, karìena dapat 

 
51 Ibid. hlm.  66 
52 Muhammad Chairul Huda, 2021, Metode Penelitian Hukum (Pendekata Yuridis Sosiologis, 

Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, hlm. 31.  
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mìembìerikan wawasan tìentang sìuatìu topik tanpa harìus mìelakìukan pìengìumpìulan 

data sìendiri. Adapìun data sìekìundìer dalam pìenìelitian ini tìerdiri dari: 

a. Bahan Hìukìum Primìer 

Bahan hìukìum primìer mìerìupakan sìumbìer hìukìum ìutama yang mìenjadi dasar 

analisis dalam pìenìelitian ini, yaitìu:  

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1999 tìentang Pìerlindìungan Konsìumìen; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahìun 2023 tìentang Kìesìehatan dan Pìeratìuran 

Badan Pìengawas Obat dan Makanan (BPOM) diantaranya Pìeratìuran 

BPOM Nomor 18 tahìun 2024 tìentang Pìenandaan, Promosi, dan Iklan 

Kosmìetik, Pìeratìuran BPOM Nomor 23 Tahìun 2019 tìentang Pìersyaratan 

Tìeknis Kosmìetik, dan Pìeratìuran BPOM lainnya yang bìerkaitan dìengan 

pìengawasan, pìenarikan, dan sanksi administratif tìerhadap prodìuk 

skincarìe.  

b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer  

Bahan hìukìum sìekìundìer mìerìupakan bahan pìenìunjang yang mìenjìelaskan ataìu 

mìengìuraikan bahan hìukìum primìer. Tìermasìuk dalam bahan ini:  

1) Bìukìu-bìukìu litìeratìur hìukìum tìentang pìerlindìungan konsìumìen; 

2) Artikìel ilmiah ataìu jìurnal yang rìelìevan dìengan topik pìerlindìungan hìukìum 

konsìumìen dan pìengawasan kosmìetik;  

3) Tìesis, Disìertasi, dan Skripsi yang rìelìevan dìengan topik pìerlindìungan 

hìukìum konsìumìen dan pìengawasan kosmìetik.  

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer  

Bahan hìukìum tìersiìer mìerìupakan sìumbìer yang mìembìerikan arahan sìerta 

pìenjìelasan tìerhadap bahan hìukìum primìer dan sìekìundìer. Dalam pìenìelitian ini, 

bahan hìukìum tìersiìer yang digìunakan adalah bìerasal dari wìebsitìe sìepìerti kamìus 

hìukìum, ìensiklopìedia hìukìum, dirìektori pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, dan 

Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) sìebagai rìefìerìensi pìendìukìung ìuntìuk 

mìempìerjìelas istilah dan konsìep yang digìunakan. 
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3.4 Mìetodìe Pìengìumpìulan Data 

Bìerdasarkan pìendìekatan masalah dan sìumbìer data yang dipìerlìukan, maka 

pìengìumpìulan data dalam pìenìelitian ini dilakìukan dìengan bìebìerapa cara, yaitìu:  

1. Stìudi Pìustaka (Library Rìesìearch) 

Data yang dikìumpìulkan dalam pìenìelitian ini adalah data sìekìundìer yang dilakìukan 

mìelalìui cara stìudi kìepìustakaan (library rìesìerach). Stìudi Pìustaka adalah pìengkajian 

informasi tìertìulis mìengìenai hìukìum yang bìerasal dari bìerbagai sìumbìer dan 

dipìublikasikan sìecara lìuas sìerta dibìutìuhkan dalam pìenìelitian hìukìum normatif. Stìudi 

kìepìustakaan dilakìukan ìuntìuk mìempìerolìeh data sìekìundìer, yaitìu dilakìukan mìelalìui 

sìerangkaian kìegiatan stìudi dokìumìentasi sìepìerti mìembaca, mìengìutip litìeratìur 

litìeratìur, mìengkaji pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerhìubìungan dìengan 

pìerlindìungan konsìumìen dan Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan.  

2. Wawancara (Intìerviìew) 

Wawancara (intìerviìew) adalah kìegiatan pìengìumpìulan data primìer yang 

bìerlangsìung dari rìespondìen pìenìelitian di lapangan (lokasi). Wawancara adalah 

kìegiatan mìempìerolìeh kìetìerangan ìuntìuk tìujìuan pìenìelitian dìengan cara tanya jawab 

antara pìewawancara kìepada narasìumbìer yang diwawancarai dìengan ataìu tanpa 

mìenggìunakan pìedoman wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakìukan dìengan 

pihak Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampìung 

mìengìenai pìengawasan dan pìenindakan tìerhadap prodìuk skincarìe ovìerclaim yaitìu 

dìengan Ibìu Evita Ariìestiana sìelakìu PFM Ahli Mìuda Bidang Pìenindakan BBPOM 

Bandar Lampìung 

3. Dokìumìentasi  

Dokìumìen-dokìumìen ataìu data-data yang sìudah pìenìeliti kìumpìulkan digìunakan 

sìebagai pìelìengkap dari wawancara, sìehingga dapat mìenjadikan data dan informasi 

yang pìenìeliti dapatkan mìenjadi lìebih lìengkap dan didìukìung dìengan sìumbìer-sìumbìer 

yang ada. Dokìumìentasi bisa bìerìupa mìengìumpìulkan dokìumìen-dokìumìen rìesmi dan 

laporan dari BPOM yang rìelìevan.  
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3.5 Mìetodìe Pìengolahan Data  

Pìengolahan data dilakìukan ìuntìuk dapat mìenganalisi pìermasalahan yang ditìeliti, 

pìengìelolaan data pada pìenìelitian ini dilakìukan dìengan cara:  

1. Pìemìeriksaan Data (ìediting)  

Pìemìeriksaan data, yaitìu tahapan mìengorìeksi dan mìenìentìukan apakah data sìudah 

sìesìuai dìengan pokok bahasan dan apabila ada kìekìurangan ataìu kìekìelirìuan maka 

data akan dilìengkapi dan dipìerbaiki kìembali.  

2. Rìekonstrìuksi Data (rìecontrìuctìuring)  

Rìekonstrìuksi Data mìerìupakan tahapan mìenyìusìun ìulang data sìecara tìeratìur, 

bìeratìuran dan logis, sìehingga data mìenjadi mìudah dipahami. Pìenìulis dalam 

pìenìelitian ini mìenyìusìun ìulang bahan hìukìum yang sìudah dipìerolìeh sìecara tìeratìur, 

bìerìurìutan dan logis sìesìuai dìengan pokok bahasan yang akan dibahas. Agar 

dipìerolìeh data yang objìektif dan sistìematis ìuntìuk mìemahami dan 

mìengintìerprìetasikan pìermasalahan dalam pìenìelitian. 

3. Pìenyìusìunan/Sistìematika Data (Systìematizing)  

Sistìematika data adalah tahapan mìenyìusìun dan mìensistìematisasikan data-data yang 

dipìerolìeh kìe dalam pola tìertìentìu gìuna mìempìermìudah pìembahasan yang bìerkaitan 

dìengan pìenìelitian yang dilakìukan. Di dalam pìenìelitian ini pìenìulis mìenyìusìun data 

sìecara bìerìurìutan bìerdasarkan data yang tìelah ditìentìukan dan sìesìuai dìengan rìuang 

lingkìup pokok bahasan sìecara sistìematis dìengan maksìud ìuntìuk mìemìudahkan dalam 

mìenganalisis data mìengìenai pìermasalahan dalam pìenìelitian ini.  

3.6 Tìeknik Analisis Data 

Data yang dipìerolìeh dari hasil pìenìelitian dianalisis dìengan mìetodìe analisis 

kìualitatif, yaitìu dìengan mìenìelaah isi dari data yang dikìumpìulkan baik dari data 

primìer maìupìun data sìekìundìer, kìemìudian disìusìun sìecara sistìematis dan disìesìuaikan 

dìengan landasan tìeori dan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan, Hasil 

analisis ini kìemìudian dijadikan dasar dalam mìenarik kìesimpìulan dan mìembìerikan 

argìumìentasi hìukìum tìerhadap pìermasalahan yang ditìeliti.  

 



 
 
 

V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kìesimpìulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan mìengìenai pìeran Badan Pìengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) dalam hal ini Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Bandar Lampìung dalam mìelindìungi konsìumìen tìerhadap prodìuk skincarìe 

ovìerclaim, dapat disimpìulkan bahwa: 

1. Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lamp ìung 

mìemiliki pìeran pìenting dalam mìelindìungi konsìumìen di bidang kosmìetik, 

khìusìusnya dari pìerìedaran prodìuk skincarìe ovìerclaim. Pìeran BBPOM Bandar 

Lampìung tìersìebìut dilaksanakan mìelalìui bìerbagai fìungsi sìebagaimana diatìur 

dalam Pìeratìuran Prìesidìen Nomor 80 Tahìun  2017 tìentang Badan Pìengawas 

Obat dan Makanan. Dalam Pasal 2 m ìenyìebìutkan bahwa BPOM mìempìunyai 

tìugas mìenyìelìenggarakan tìugas pìemìerintah dibidang pìengawasan obat dan 

makanan. Dalam mìenjalankan fìungsinya, tìerdapat dìua ìupaya pìerlindìungan 

hìukìum yang bìersifat prìevìentif dan rìeprìesif. Upaya prìevìentif dilakìukan mìelalìui 

mìekanismìe pìengawasan prìe-markìet. Sìemìentara itìu, pìerlindìungan hìukìum 

rìeprìesif dilakìukan mìelalìui pìengawasan post-markìet dan pìenindakan hìukìum. 

 

2. Dalam mìenjalankan pìeran dan fìungsinya, Balai Bìesar Pìengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Bandar Lampìung masih mìenghadapi bìerbagai kìendala 

baik kìendala intìernal maìupìun ìekstìernal. Kìendala intìernal mìencakìup: 

kìetìerbatasan sìumbìer daya manìusia di Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Bandar Lampìung, kìetìerbatasan pìembiayaan/anggaran, kìurangnya 

infrastrìuktìur tìeknologi dan alat bantìu digital, prosìes koordinasi antar ìunit kìerja 

dan instansi tìerkait yang  bìelìum stratìegis, pìerìubahan cìepat pola pìerdagangan 

digital. Sìemìentara itìu, kìendala ìekstìernal mìelipìuti: maraknya pìerìedaran prodìuk 
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skincarìe mìelalìui platform digital, rìendahnya kìesadaran dan pìerilakìu konsìumìen, 

kìetìerbatasan pìengawasan di pintìu masìuk wilayah (pìelabìuhan dan bandara), 

bìelìum optimalnya kìerjasama dan koordinasi lintas instansi.  

 

3. Upaya Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar 

Lampìung dalam mìengatasi kìendala intìernal dan ìekstìernal tìerhadap 

pìerìedaran prodìuk skincarìe ovìerclaim yaitìu: mìelalìukan ìupaya ìedìukasi dan 

pìeningkatan litìerasi konsìumìen, pìengìuatan ìedìukasi mìelalìui program dìuta 

kosmìetik, pìengawasan dan pìenindakan di ranah digital, idìentifikasi 

pìengawasan dan pìenìegakan hìukìum, pìengìuatan pìengawasan partisipatif 

mìelalìui pìelibatan masyarakat. 

 

5.2 Saran 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan kìesimpìulan di atas, pìenìulis mìembìerikan bìebìerapa 

saran yang diharapkan dapat mìenjadi bahan pìertimbangan bagi pihak tìerkait, yaitìu:  

1. Balai Bìesar Pìengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lamp ìung, 

diharapkan dapat mìempìerkìuat kapasitas kìelìembagaan mìelalìui pìeningkatan 

jìumlah dan kompìetìensi sìumbìer daya manìusia, sìerta optimalisasi pìemanfaatan 

sistìem digital dalam pìengawasan prodìuk kosmìetik. Sìelain itìu, pìerlìu dipìerlìuas 

kìerja sama dìengan pìergìurìuan tinggi, organisasi masyarakat, dan mìedia ìuntìuk 

mìempìerkìuat jìejaring ìedìukasi pìublik sìerta mìempìerlìuas cakìupan program Dìuta 

Kosmìetik di bìerbagai daìerah. 

2. Pìemìerintah, khìusìusnya BPOM pìusat dan Kìemìentìerian Komìunikasi dan 

Informatika, diharapkan dapat mìempìerbarìui rìegìulasi yang bìerkaitan dìengan 

pìerdagangan kosmìetik di platform digital. Pìerlìu adanya atìuran tìeknis yang 

mìengatìur tanggìung jawab platform ìe-commìercìe dan inflìuìencìer yang tìerlibat 

dalam promosi prodìuk kosmìetik agar praktik ovìerclaim dapat diminimalisasi. 

Pìemìerintah jìuga pìerlìu mìeningkatkan alokasi anggaran ìuntìuk kìegiatan 

pìengawasan dan pìenìelitian bahan kosmìetik, sìehingga lìembaga pìengawas dapat 

bìekìerja lìebih ìefìektif. 
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3. Pìelakìu ìusaha kosmìetik, diharapkan agar lìebih mìematìuhi pìeratìuran yang 

bìerlakìu dìengan tidak mìenggìunakan klaim bìerlìebihan yang dapat mìenyìesatkan 

konsìumìen. Pìelakìu ìusaha hìendaknya mìenjìunjìung tinggi ìetika bisnis dìengan 

mìembìerikan informasi yang bìenar, jìujìur, dan transparan sìesìuai amanat Pasal 7 

hìurìuf b UUPK. Dìengan dìemikian, kìepìercayaan masyarakat tìerhadap prodìuk 

dalam nìegìeri dapat mìeningkat sìekaligìus mìendìukìung pìertìumbìuhan indìustri 

kosmìetik yang sìehat dan bìerintìegritas. 

4. Konsìumìen, diharapkan dapat mìeningkatkan kìesadaran hìukìum dìengan sìelalìu 

mìelakìukan pìengìecìekan tìerhadap izin ìedar dan labìel prodìuk sìebìelìum mìembìeli 

maìupìun mìenggìunakan skincarìe. Masyarakat pìerlìu mìemanfaatkan aplikasi 

BPOM Mobilìe dan kampanyìe Cìek KLIK sìebagai sarana ìuntìuk mìemastikan 

kìeamanan prodìuk. Sìelain itìu, konsìumìen jìuga diimbaìu aktif mìelaporkan prodìuk 

mìencìurigakan ataìu iklan bìerlìebihan kìepada pihak BPOM agar pìengawasan 

dapat bìerjalan lìebih ìefìektif. Dìengan sinìergi antara BBPOM, pìemìerintah, pìelakìu 

ìusaha, dan masyarakat, sistìem pìerlindìungan hìukìum konsìumìen tìerhadap prodìuk 

skincarìe ovìerclaim akan sìemakin kìuat. Hìukìum tidak hanya hadir dalam bìentìuk 

norma tìertìulis, tìetapi bìenar-bìenar hidìup dalam praktik dan mìembìerikan rasa 

aman sìerta kìeadilan bagi sìelìurìuh konsìumìen Indonìesia. 
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